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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF DISCIPLINE POLICY CIVIL SERVICE CIVIL SERVICE 
ON THE MINISTRY OF RELIGIOUS MINISTRY 

MALINAU DISTRICT 

Sarwani 
Syarwani.mln@gmail.com 

Graduate program 
Universitas Terbuka 

Implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 is not eaJy to 
implement despite good aims, because many parties who participate in 
determining including policy makers or who helped determine the decisions 
because of the background by various interests. The existence of the Office of the 
Ministry of Religious Affairs ofMalinau District becomes important and strategic 
in the framework of personnel development, especially in forming professional 
civil servants and can provide excellent service. It was found that there were 
violations of some civil servants who were not orderly, meticulous and 
enthusiastic in working for the interests of the State, disobeying the provisions of 
working hours, and some civil servants who did not comply with official 
regulations stipulated by authorized officials. This study aims to analyze and 
describe the implementation of civil servant discipline policies, as well as to 
determine the factors that aj}Cct discipline. Through an interactive data analysis 
model proposed by Miles, Huberman and Saldana based on Van Meter and Van 
Horn policy theory which includes: policy standards and targets, communication 
between organizations, resources, characteristics of implementing agents, social, 
economic and political conditions and disposition of implementors. From the 
analysis, it is found that the continuous socialization through the apple of 
morning is an effective way to raise the awareness of employees to behave 
discipline, motivation, supervision, and high commitment in order to raise the 
spirit and discipline of employees, as well as concrete efforts of the leadership in 
applying and enforce civil servant disciplinary regulations to raise awareness. 
responsibilities of employees against obligations and restrictions as set forth in 
Government Regulation No. 53 of 2010. Recommendation of direct supervisor 
should have a firm and consistent nature, and do supervision inherent in applying 
disciplinary rules and monitor suhordinates who are the responsibility ir. order to 
implement PP. 53 Year 2010 can run as it should. in addition, civil servants are 
expected to maintain and develop their professional ethics. 

Keywords: Policy, discipline of Civil Servants 
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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PEGA W AI NEGERI SIPIL 
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA 

KABUPATEN MALIN AU 

Sarwani 

Syarwani.mln@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

ii 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tidak mudah untuk 
dilaksanakan meskipun bertujuan baik, karena banyak pihak yang turut 
menentukan termasuk pembuat kebijakan ataupun yang turut menentukan 
keputusan karena dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan. Keberadaan Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Malinau didaerah menjadi penting dan strategis 
dalam rangka pembinaan kepegawaian, terutama dalam membentuk PNS yang 
profesional serta dapat memberikan pelayanan secara prima. Ditemukan 
pelanggaran terdapat beberapa PNS yang tidak tertib, cermat dan bersemangat 
dalam bekerja untuk kepentingan Negara, tidak menaati ketentuan jam kerja, dan 
beberapa PNS yang tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 
mendeskripsikan irnplementasi kebijakan disiplin PNS, serta untuk mengetahui 
fak:tor yang mempengaruhi kedisiplinan. Melalui analisis data model interaktif 
yang dikemukakan oleh Miles, Hubennan dan Saldana berdasarkan teori 
kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi: standar dan sasaran kebijakan, 
komunikasi antara organisasi, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, kondisi 
sosial, ekonomi dan politik serta disposisi implementor. Dari analisa tersebut 
diperoleh basil bahwa sosialisasi secara terus menerus melalui pelaksanaan apel 
pagi merupakan cara efektif dalam membangkitkan kesadaran pegawai untuk 
berprilaku disiplin, motivasi, pengawasan, dan komitmen yang tinggi dalam 
rangka membangkitkan semangat dan disiplin kerja pegawai, serta upaya yang 
konkrit dari pirnpinan dalam menerapkan dan menegakkan peraturan disiplin PNS 
untuk meningkatkan kesadaran, tanggung jawab pegawai terhadap kewajiban dan 
larangan sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010. Rekomendasi 
atasan Jangsung hendaknya memiliki sifat tegas dan konsisten, serta melakukan 
pengawasan melekat dalam menerapkan aturan disiplin dan memantau bawahan 
yang menjadi tanggungjawabnya agar melaksanakan PP No. 53 Tahun 2010 dapat 
berjalan sebagaimana mestinya Selain itu diharapkan PNS wajib menjaga dan 
mengembangkan etika profesinya. 

Kata Kunci: Kebijakan, disiplin Pegawai Negeri Sipil 
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BABIV 
BASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Malinau 

Kabupaten Malinau adalah kabupaten yang berada dalam wilayah 

Provinsi Kalimantan Utara, yang dibentuk berdasarkan UU nomor 47 Tahun 

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur di Provinsi Kalimantan 

Timur pada waktu itu, yang dituangkan dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, serta tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3896, berdasarkan UU Nomor : 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Malinau merupakan salah satu 

daerah otonom di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yaitu daerah yang 

mampu untuk mengatur dan rnengurus kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan aspirasi 

rnasyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Adapun Kabupaten Malinau rnerupakan kebupaten hasil pemekaran 

dari Kabupaten Bulungan hal ini berdasarkan UU Nornor 47 Tahun 1999, 

dengan ibukota berkedudukan di Malinau, dan memiliki luas wilayah ± 

40.088,41 km2 , yang terdiri atas 15 (lima belas) kecarnatan dan 109 (seratus 

sembilan) desa sebagairnana terlihat pada tabel 4.1 berikut. 
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Tabel 4. 1 
Jumlah Desa, Luas Wilayah Dan Persentase Kecamatan 

di Kabupaten Malinau 

No Kecamatan Jumlab Luas Wilayah 
Des a Kmz %. 

1 Malinau Kota 6 142,07 0,35 
2 Malinau Utara 12 1.091,19 2,72 
3 Malinau Barat 9 767,12 1,91 
4 Malinau Selatan 9 1.153,35 2,88 
5 Mentarang 9 535,15 1,33 
6 Mentarang Hulu 7 2.924,65 7,30 
7 Pujungan 9 6.539,39 16,57 
8 BahauHulu 6 3.098,98 7,73 
9 Sungai Boh 6 3.11 2,18 7,76 
10 KayanHulu 5 735,40 1,83 
11 Kayan Hilir 5 11.863,19 29,59 
12 Kayan Selatan 5 3.138,59 7,83 
13 Malinau Selatan Hulu 8 2.171 ,14 5,42 
14 Malinau Selatan Hilir 8 572,20 1,43 

15 Sungai Tubu 5 2.243,78 5,60 
Jumlah 109 40,088,41 100 

Sumber : Badan Pus at Statistik Kabupaten Malinau 2016 
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Wilayah administrasi Kabupaten Malinau secara umum memiliki batas-batas 

sebagai berik:ut : 

o Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nunukan; 

o Sebelah ~imur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten 

Bulungan, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur; 

o Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten 

Kutai Kartanegara; 

o Sebelah Barat berbatasan dengan Negara Malaysia Timur - Serawak. 

(sumber dari situs Web: http://malinau.go.id/) 
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Peta wilayah Kabupaten Malinau sebagairnana pada Gambar 4.1 berikut: 

............ f ~~<(.. 

0 -=.::----" ___ ..... __ 
-"--"--- .--; 

-~= ---

Gambar: 4.1. 
Gambar peta Kabupaten Malinau 

2. KONDISI DEMOGRAFIS 

1) Letak Geografls 

Kabupaten Malinau secara geografis terletak di wilayah bagian 

utara Kalimantan Utara yang wilayahnya berbatasan langsung dengan 

negara Malaysia yaitu negara bagian Serawak di sebelah Barat. Wilayah 

Kabupaten Malinau berada di daerab tropis dengan posisi geografis 

1°21 ' 3 6" sampai dengan 4 °10' 55" Lintang Utara dan 1 14 ° 3 5' 22" sampai 

dengan 116°50'55" Bujur Tirnur dengan Luas wilayah sekitar ± 40.088,41 
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km2
, yang didominasi oleh wilayah daratan. Sebagai mana pada gambar 

4.2 berikut: 

Gambar4.2 
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Malinau 

Pada gambar diatas jelas terlihat perbatasan Kabupaten Malinau, 

yang mana ada 5 Kecamatan diantaranya berbatasan langsung dengan 

negara Malaysia, 2 Kecarnatan merupakan penyangga perbatasan yang 

hanya dapat dijangkau melalui transportasi sungai dan udara, sebagai 

daerah perbatasan tentunya menuntut biaya sangat tinggi dalarn upaya 

peningkatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dalarn rangka 
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meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah 

Kabupaten Malinau. (sumber dari situs Web: http://malinau.go.id!) 

2) Gambaran Umum Demografis 

Kondisi kependudukan dapat dilihat dari tingkat kelahiran, kematian 

dan mutasi penduduk. Sedangkan untuk menentukan sasaran 

pembangunan data kependudukan sangat diperlukan baik mengenai 

jumlah, jenis kelami~ struktur, komposisi maupun penyebaran/kepadatan 

penduduk suatu wilayah. Berdasarkan basil registrasi penduduk pada tahun 

2016 jumlah penduduk Kabupaten Malinau sebanyak 76.606 jiwa yang 

terdiri dari 40,781 laki-laki dan 35,825 perempuan. Penyebaran penduduk 

di Kabupaten Malinau terbesar ada di Kecamatan Malinau Kota sebesar 

24,423 jiwa, disusul Kecamatan Malinau Utara dan Malinau Barat masing

masing sebesar 13.483 jiwa dan 10.826 jiwa. Sedangkan jumlah terkecil 

ada di Kecamatan Sungai Tubu dan Kecamatan Mentarang Hulu dengan 

masing-masing sebesar 684 jiwa dan 956 jiwa. 

Kabupaten Malinau merupakan salah satu kabupaten yang paling 

luas wilayahnya pasca pemekaran wilayah di Kalimantan Utara (UU No. 

20 tahun 2012) yakni sekitar 54,8 persen dari luas Kalimantan utara, 

namun memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit. Sehingga kebijakan 

dari pemerintah daerah tidak memberlakukan adanya KB bagi 

penduduknya, karena mengingat kurang seimbangnya antara jum1ah 

penduduk dengan 1uas wilayah Kabupaten Malinau. (sumber dari situs 

Web: http://malinau.go.id/) 
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3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau. dibentuk 

berdasarkan KMA No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tala KeJja 

Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen 

Agama Kabupaten/Kota. Berdasarkan KMA No. 373 tersebut Kantor 

Departemen Agarna Kabupaten Malinau termasuk dalam Tipologi III E. 

serta disempumakan dengan PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agarna, adapun 

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau 

adalah: 

a) Perumusan Visi, Misi dan Kebijakan Teknis di bidang pelayanan dan 

bimbingan kehidupan beragama masyarakat di daerah 

b) Pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, Kristen, 

Katolik, Hindu, Buddha dan lainnya. 

c) Pembinaan kerukunan hid up wnat beragama. 

d) Pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah Daerah, lnstansi terkait dan 

lembaga masyarakat dalam rangk:a pelaksanaan tugas Kementerian 

Agama di Kabupaten (sumber: Subbagian T ata Usaha Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau) 

2) Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Organisasi instansi vertikal Kementerian Agama telah mengalami 6 

(enam) kali perubahan (dalam Ridani, 2015:17), yaitu: 
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(1) Perubahan pertama dengan KMA No. 9 Tahun 1952 dengan 

menggunakan sistem Holding Company ( organisasi masing-masing 

berdiri sendiri di daerah) yang dikenal dengan nomen Nomenklatur 

Jawatan (urusan Agama, Pendidikan Agama, Penerangan Agama, dan 

Biro Peradilan Agama. 

(2) Dengan KMA No. 91 Tahun 1967 Instansi vertika1 Kementerian Agama 

mengalami perubahan dengan menggunakan sistem lntegrited Type 

(pola Penyatuan) dengan menggunakan nomenklatur perwakilan 

departemen Agama baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten. 

(3) Kemudian pada tahun 1971 dengan KMA Nomor 53 Tahun 1971 

Organisasi Instansi Vertikal Kementerian Agama menjalankan 

perubahan nomenklatur dari perwakilan menjadi Kanwil Departemen 

Agama untuk tingkat Kabupaten!Kota. 

(4) Perubahan se1anjutnya dengan KMA 45 Tahun 1981 dilakukan 

penataan typologi Kanwil danKandepag sesuai dengan kepentingan 

pelayanan terhadap umat beragama pada suatu daerah. 

(5) Se1anjutnya perubahan itu teljadi 1agi dengan terbitnya KMA 373 

Tahun 2002 dengan menggunakan 7 (tujub) prinsifkriteria sebagaimana 

yang ditetapkan dengan Keppres Nomor 49 Tahun 2002 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Sunan Organisasi dan Tata Kerja lnstansi 

Vertikal Departemen Agama. 

(6) Perubahan yang terakhir ada1ah dengan PMA Nomor 13 Tahun 2012, 

perubahan ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Perpres Nomor 

63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 
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Kementerian Agama. Instansi V ertikal Kementerian Agama 

sebagaimana yang tersebut pada PMA Nomor l3 Tabun 2012 adalab 

instansi di lingkungan Kementerian Agama yang melaksanakan tugas 

dan fungsi Kementerian Agama di daerah. Instansi Vertikal 

Kementerian Agama terdiri atas Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau mempunyai 

kedudukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama 

dalam wilayah Kabupaten Malinau. 

a) Kedudukan. Kedudukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Malinau berada di bawab dan bertanggung jawab 1angsung kepada 

Kanwil Kementerian Agama Prov. Kalimantan Utara. 

b) Tugas Pokok. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau 

mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian 

Agarna dalam wi1ayab Kabupaten Malinau berdasarkan kebijakan 

Kepala Kantor Kementerian Agama Prov. Kalimantan Utara dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (PMA No.l3 Tabun 

2012). 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Malinau dibantu oleh Subbagian Tata Usaha, Seksi dan 

Penyelenggara yang masing-masing dengan tugas antara lain : 

(a) Subbagian Tata Usaba, mempunyai tugas me1akukan koordinasi 

perumusan kebijakan teknis dan perencanaan, pelaksanaan, 

pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi, keuangan dan 
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barang milik negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Malinau. 

(b) Seksi Pendidikan Islam, mempunyai tugas melakukan pelayanan, 

bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi 

di bidang pendidikan Madrasab, pendidikan agama Islam dan 

pendidikan keagamaan Islam. 

(c) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, mempunyai tugas melakukan 

pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan 

informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam. 

(d) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen, mempunyai tugas melakukan 

pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan 

informasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen. 

(e) Penyelenggara Haji dan Umrab mempunyai tugas melakukan 

pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan 

inlormasi di bidang penyelenggaraan Haji dan Umrab. 

(f) Penyelenggara Katolik, mempunyai tugas melakukan pelayanan, 

bimbingan teknis, pembinaan serta pengelolaan data dan informasi 

di bidang bimbingan masyarakat Katolik. 

c) Fungsi. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

(1) Menunuskan Visi, misi dan kebijakan teknis dibidang pelayanan 

dan bimbingan kehidupan umat beragama kepada masyarakat di 

Kabupaten Malinau. 
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(2) Pembinaan, pelayanan, dan bimbingan, masyarakat Islam, 

pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, 

pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan 

agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan mesjid, serta 

urusan agama, pendidikan agama dan bimbingan masyarakat 

Kristen, Katolik, Hindu serta Budha serta peraturan perundangan-

undangan; 

(3) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan 

informasi; 

( 4) Pembinaan kerukunan umat beragama; 

(5) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan 

program; 

( 6) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait 

dan lembaga masyarakat dalarn rangka pelaksanaan tugas 

Kementerian Agama di Kabupaten Malinau. 

3) Visi dan Misi 

Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau adalah 

sebagai berikut : 

1. Visi. Adapun visi Kantor Kementerian Agarna Kabupaten Malinau 

sebagai berikut; 

"Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malinau yang taat beragama, 
rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin, serta saling 
menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bemegara". 
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Makna dari visi tersebut adalah bahwa Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Malinau berkeinginan menjadi instansi profesional 

dibidang pemerintahan terutama keagarnaan di Kabupaten Malinau 

dengan tetap meletakkan profesionalisme pegawai dalam pelayanan 

Keagamaan sebagai landasan di lingkungan Kantor Kernenterian 

Agama Kabupaten Malinau. Adapun tujuan penetapan visi tersebut 

adalah: 

1) Menjadikan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika 

dalam kehidupan berbangsa dan bemegara adalah Kantor 

Kementerian Agama Kab. Malinau bercita-cita bahwa agarna 

bukan hanya slogan tetapi dijadikan sebagai landasan moral, 

spiritual dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bemegara. 

2) Terciptanya kerukunan hidup beragama dengan berlandaskan 

akhlak mulia untuk mendukung terwujudnya Gerakan Desa 

Membangun (Gerdema) adalah adanya kerukunan hidup 

beragama akan terwujulah kehidupan yang kondusif bagi 

pembangunan Kab. Malinau guna mewujudkan Gerakan Desa 

Membangun (GERDEMA). 

3) Memiliki orientasi terhadap masa depan. 

4) Memberikan semangat dalarn mencapru tujuan Kantor 

Kementerian Agama Kab. Malinau. 

2. Misi. Dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, mak.a misi 

Kantor Kementerian Agama Kab. Malinau sebagai berikut : 
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I) Meningkatkan kualitas bimbingan pemabaman, pengamalan dan 

pelayanan kehidupan beragama; 

2) Memperkokoh kerukunan umat beragama; 

3) Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan; 

4) Meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan ibadab haji; 

5) Memberdayakan nmat beragama dan lembaga keagamaan; 

6) Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel 

dan terpercaya. 

4) Susunan Organisasi Kantor Kemenag Kab. Malinau 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 

Tabun 2012 pasal 721 ayat (2) hurufLterdiri dari : 

I. Kepala Kantor; 

2. Sub Bagian Tala Usaba; 

3. Seksi Pendidikan Islam; 

4. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; 

5. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; 

6. Seksi Haji dan Umrab; 

7. Penyelenggara Katolik; 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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I 
Penyelenggara 

Katolik 

(Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau Tahun 2017) 

5) Somber Daya Man usia Kantor Kementerian Agama Kab. Malinau 

Adapun sumber daya yang ada sesuai dengan data kepegawaian pada 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau sebagai berikut : 

(I) Jumlah Pegawai 

Pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Malinau seluruhnya berjumlah 59 orang. Terdiri dari pegawai yang 

bertugas di Kantor Kementerian Agarna Kabupaten Malinau sebanyak 

19 orang, ditambah tenaga Honorer sebanyak I 0 orang, di Kantor 

Urusan Agama se Kabupaten Malinau sebanyak 11 orang, ditambah 1 

orang tenaga honorer. Guru Agama Islam yang bertugas pada sekolah 

sebanyak 7 orang, Guru Agama Kristen sebanyak 8 orang, dan Guru 

Agama Katolik sebanyak J orang. 

(2) Kepangkatan Dan Golongan 
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Tingkat Kepangkatan dan Golongan Pegawai Kantor Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau adalah sebagaimana pada 

tabel 4.2 berikut : 

Tabel4.2 
Kepangkatan dan Go Iongan Pegawai Kemenag Kab. Malinau 

No Kepangkatan Golongan Jumlah 

I Pembina IV/a I 

2 Penata Tingkat I Ill/d 16 

4 Penata 111/c 10 

5 Penata Muda Tingkat I Ill/b 9 
6 Penata Muda Ill/a 8 

7 Pengatur Tingkat I 11/d 2 

8 Pengatur Il/c 2 

Total 48 

Sumber: Data Kepegawazan Kantor Kemenag Kab. Malmau Tahun 
2017 

(3) Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan pegawai pada Kantor Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Malinau adalah sebagaimana pada tabel 4.3 

berikut: 

Tabel4.3 
Tingkat Pendidikan PNS Kantor Kemenag Kab. Malinau 

No Tingkat Pendidikan Kode Jumlah 

I Strata 2 S2 3 

2 Strata 1 Sl 38 
·-

3 Diploma IV DIY 0 

4 Diploma II DII 2 

5 Sekolah Menengah Atas SMA 5 

Jumlah 48 
. 

\Sumber : Data Kepegawawn Kantor Kemenag Kab. Malmau Tahun 

2017 
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6) Sarana dan Prasarana 

a. Sarana 

Sarana sebagai penunjang aktivitas pegawai yang dimiliki 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau antara lain : 

Tabel4.4 
Barang infentaris Kantor Kcmenag Kab. Malinau 

No Nama Infcntaris Kantor Banyaknya Satuan 

I. Komputer/ PC 9 Unit 
2. Lanton 16 Unit 
3. Printer 18 Unit 
4. Mesin Ketik 2 Unit 
5. UPS/ Stabilizer 5 Unit 
6. Scanner 2 Unit 
7. LCD Projektor 3 Unit 
8. Telenhone 2 Unit 
9. Faximile I Unit 

10. Genset I Unit 
II. Mobil Dinas 1 Unit 
12. Motor Dinas 13 Unit 
13. Fiilger Print I Unit 
14. Televisi 3 Unit 
15. Me)a Kursi Tamu ' Unit 0 

16. Meia Ranat I Unit 
17. Meia Pegawai 30 Unit 
18. Kursi Pegawai 30 Unit 
Sumber: Data BMN Kantor Kemenag Kab. Malmau Tahun 2017 

b. Prasarana 

Prasarana yang dimiliki Kantor Kemcntcrian Agama 

Kabupaten Malinau antara lain : 
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Tabel4.5 
Prasarana Kantor Kemenag Kab. Malinau 

No Nama Infentaris Kantor Banyaknya Satuan 

1. Ruang Kepala I Ruang 
2. Ruang Kasubbag TU I Ruang 
3. Ruang Bag. Keuangan I Ruang 
4. Ruang Kepala Seksi 5 Ruang 
5. Ruang Rapat I Aula I Ruang 
6. Ruang Masaki Dapur I Ruang 
7. Gudang I Buab 
8. RuangTunggu 0 Ruang 
9. Kamar Kecil 3 Ruang 

10. T em pat Parkir Kendaraan I Hal am an . Sumber Data BMN Kantor Kemenag Kab. Malmau Tahun 
2017 

7) Rencana Kinerja 

Rencana Kinetja adalah suatu proses penetapan kegiatan tahunan 

dan indikator kinelja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang 

telah ditetapkan da1arn rencana strategik berupa rencana kinerja tahunan, 

Adapun Rencana Kinelja Kantor Kementerian Agama Kab. Malinau tahun 

2017 sebagai berikut ~ 

a) Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

Kantor Kementerian Agama Kab. Malinau, dengan kegiatan sbb : 

(I) Pcmbinaan Administrasi Hukurn dan KLN: 

(2) Pembinaan Administrasi Kepegawaian: 

(3) Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN: 

( 4) Pembinaan Administrasi Organisasi dan T ata Laksana: 

( 5) Pembinaan administrasi perencanaan: 

(6) Pembinaan administrasi umum: 

(7) Pembinaan administrasi informasi keagamaan dan kehumasan. 

43692.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



105 

b) Program Kerukunan Umat Beragama, dengan kegiatan sebagai 

berikut: 

(I) Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama: 

(2) Operasional Sekber FKUB Kabupaten/Kota: 

(3) Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama: 

c) Program bimbingan masyarakat Islam, dengan kegiatan sbb : 

(I) Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 

(2) Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat. 

(3) Pengelolaan dan pembinaan penerangan Agama Islam. 

( 4) Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan syariah. 

(5) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

Bimas Islam. 

d) Program pendidikan Islam dengan kegiatan sebagai berikut: 

( 1) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan agama Islam. 

(2) Peningkatan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan 

keagamaan Islam. 

(3) Peningkatan akses, mutu, dan relevansi Madrasah 

(4) Dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis 

lainnya pendidikan Islam. 

e) Program bimbingan masyarakat Kristen, dengan kegiatan sebagai 

berikut: 

(I) Pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama kristen. 

(2) Pengelolaan dan pembinaan urusan agama Kristen. 
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(3) Dukungan manaJemen dan pelaksanaan togas teknis lainnya 

bimas Kristen. 

(4) Penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas 
Kristen. 

f) Program bimbingan masyarakat Katolik, dengan kegiatan sebagai 

berikut: 

(1) Pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama Katolik. 

(2) Pengelolaan dan pernbinaan urusan agama Katolik. 

(3) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

bimas Katolik. 

(4) Penyelenggaraan administrasi pcrkantoran pcndidikan Bimas 

Katolik 

g) Program penyelenggaraan haji dan umrah, dengan kegiatan sebagai 

berikut: 

(I) Pelayanan haji dalam negeri 

(2) Pembinaan haji dan umrah. 

(3) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

penyelenggaraan haji dan umrah. 

h) Program bimbingan masyarakat Buddha, dengan kegiatan sebagai 

herikut: 

(1) Pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama Ruddha. 

(2) Pengelolaan dan pembinaan urusan agama Buddha. 

(3) Dukllllgan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

bimas Buddha. 
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(4) Penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas 

Buddha. 

B. Hasil dan Pembahasan 

1. Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Malinau 

a. Pcncgakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil merupakan fungsi operasional 

manajemen sumber daya manusia bagi keberlangsungan suatu 

organisasi, begitu pula dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Malinau karena semakin baik kedisiplinan pegawai maka akan semakin 

tinggi prestasi keija yang dicapainya, tanpa adanya kedisiplinan yang 

baik dari pegawai, maka akan sulit bagi setiap instansi pemerintah 

untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan organisasi, 

oleh karena itu sangat penting untuk melakukan penegakan disiplin 

Pegawai Negeri Sipil pada instansi pemerintah baik berupa motivasi 

dalam rangka untuk mcmetuhi dan menyenangi peraturan, prosedur 

maupun kebijakan yang ada sehingga dapat menghasilkan kinerja yang 

baik. 

Data yang diperoleh peneliti saat berada dilokasi penelitian bahwa 

penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kebijakan 

yang telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, sebagaimana peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 

dalam penegakannya dilapangan ditemukan hal-hal sebagai berikut : 
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a) Kewajiban Pegawai Negeri Sipil. 

Hasil temuan yang ditemui peneliti ketika berada dilapangan 

yang berhubungan dengan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil 

pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau adalah 

bahwa kewajiban Pegawai Negeri Sipil dapat dideskrifsikan 

sebagai berikut: 1) Penyelesaian tugas aparatur yang diberikan oleh 

implementor; 2) Mcnyelcsaikan pekerjaan berdasarkan 

Jobdiscription; 3) Mentaati aturan dan menjaga sikap netralitas 

dalam kondisi apapun. Contoh: tidak terlibat politik praktis; 4) 

Menyelesaikan pekerjaan yang disertai dengan ketepatan waktu 

kehadiran. 

Penegakan disiplin kerja akan berjalan dengan opitimal jika 

ada kesadaran dalam diri setiap pegawai. misalnya pegawai datang 

ke kantor dengan tepat waktu dan mentaati semua peraturan

peraturan yang berlaku. Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Malinau melakukan pendekatan self imposed dicipline 

dalam upaya penegakan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil 

sehingga penegakan berjalan dengan baik. Disiplin kerja pegawai 

dapat berjalan dengan baik ketika ada kesadaran dalam diri 

pegawai bersangkutan serta adanya keteladanan yang ditunjukkan 

oleh atasan langsungnya maupun Kepala Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Malinau yang membawa dampak positif dalam 

penegakan disiplin ketja Pegawai Negeri Sipil, sehingga pegawai 

dapat bekerja berdasarkan peraturan, prosedur, maupun kebijakan 
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yang ada, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat 

untuk kepentingan Negara, melaporkan dengan segera kepada 

atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan 

atau merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang 

keamanan, keuangan, dan materiil, masuk kerja dan mentaati 

ketentuan jam ketja, mencapai sasaran ke:rja pegawai yang 

ditetapkan, menggunak.an dan memelihara barang-barang milik 

negara dengan sebaik-baiknya, memberikan pelayanan sebaik

baiknya kepada masyarakat, membimbing bawahan dalam 

melaksanakan tugas, serta memberikan kesempatan kepada 

bawahan untuk mengembangkan karier dan mentaati peraturan 

kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 

b) Larangan Pegawai Negeri Sipil. 

Berbicara mengenai larangan Pegawai Negeri Sipil tentunya 

tidak terlepas dari adanya pelanggaran terhadap sesuatu yang 

dilarang untuk dilakukan oleh seorang pegawai yang dapat 

berakibat dijatuhkannya sanksi terhadap pelanggaran disiplin yang 

dilakukan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah 

nomor 53 tahun 2010. Dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau diperoleh bahwa larangan 

yang biasa terjadi dilapangan dan harus dihindari oleh seluruh 

pegawai Kantor Kementerian Agama adalah berupa: 1) Pegawai 

tidak boleh mencampur adukkan pekeijaan dengan urusan pribadi, 

karena dapat mengganggu ekstabilitas pegawai. contoh: jam kerja 
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pegawai dipergunakan untuk berdagang atau beljualan; 2) Tidak 

menginfonnasikan suatu masalah yang bukan urusannya atau 

kewenangannya kepada rnasyarakat, karena dapat menimbulkan 

salah penafsiran. Contoh: Seksi Bimas Kristen berbicara dipublik 

tentang perhajian dan sebaliknya; 3 Melakukan kegiatan bersama 

dengan atasan, ternan sejawat, bawahan, atau orang lain didalam 

ataupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk 

keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung 

atau tidak langsung merugikan Negara; 4) Bertindak sewenang

wenang terhadap bawahannya. melakukan suatu tindakan atau tidak 

melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau 

mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga 

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Contoh: tidak berada 

ditempat tugas pada saat jam kerja, sehingga dapat merugikan 

masyarakat yang akan berurusan. 

Berdasarkan wawancara hasil wawancara dengan dengan 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau bahwa 

penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Malinau sudah berjalan sesuai aturan yang 

berlaku, begitu pula dengan penjatuhan hukuman berupa Jems 

hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat 

nngannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang 

bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan 

dampak dari pelanggaran yang dilakukan berdasarkan Peraturan 
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Pemerintah nomor 53 tahun 2010. Namun kenyataannya masih 

saja ada oknwn pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin 

terhadap larangan, hal ini tidak terlepas dari Jatar belakang dalarn 

melakukan tindakan tersebut, terutama dari unsur kurangnya 

kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan serta menganggap 

ringan segala upaya tindakan penegakan yang ada. 

Selain hal tersebut di atas, bagi PNS yang dijatuhi hukuman 

disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif, 

sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang·wenangan dalam 

penjatuhan hukuman disiplin. 

b. Penerapan Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Kementerian Agama merupakan bagian dari pemerintahan 

Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka meningkatkan 

pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama, sebagaimana 

diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi 1945 

yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, demokrasi, 

adil, makmur dan berakhlak mulia. Scjalan dengan perkembangannya 

maka Kementerian Agama Kabupaten Malinau sebagai salah satu 

lcmbaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab tidak saja dibidang 

agama dan keagamaan juga ben1paya mcnciptakan pcgawai yang 

memiliki disiplin yang tinggi dan berakhlak mulia. 

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang agama dan keagamaan 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau lebih banyak menitikberatkan 

pada pelayanan terhadap masyarakat. Peningkatan pelayanan kepada 
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masyarakat inilah sebagai salah satu yang menentukan citra 

Kementerian Agama di masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut 

sudah seharusnya sikap disiplin itu dimiliki oleh setiap pegawai dalam 

rnenjalankan tugas dan kewajibarmya, karena pegawai negeri sipil 

diharapkan dapat menjadi contoh yang baik dan memberikan pelayanan 

yang baik kepada masyarakat. Dengan adanya disiplin ini akan 

melahirkan para pegawai yang memiliki tanggung jawab di dalarn 

bidang kerjanya. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, 

maka akan dikaji dalam penerapannya dengan menggunakan 

variabel/model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van 

Horn, sebagaimana basil dan pembahasan sebagai berikut: 

a) Standar dan Sasaran Kebijakan 

Sebuah kebijakan dapat dikatakan be~ alan dengan baik apabila 

antara tujuan dan implementasi kebijakan telah sesuai. Adapun 

dimensi standar dan sasaran kebijakan sebagaimana yang terkandung 

di dalamnya, yaitu apa tujuan dan standar dari keberhasilan 

diimplementasikannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka untuk mengatahui lebih 

lanjut tujuan dan standar kebcrhasilan dari Pcraturan Pcmcrintah 

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana basil wawancara yang diungkapkan oleh Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau berikut : 

" ... seorang pegawai negeri, tentunya memiliki aturan yang 
horus dija/ankan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, 
karena pegawai merupakan abdi negara dan pelayan 
mmyarakat, hal inilah menurut saya yang menjadi tujuan dari 
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diberlak:ukannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, 
agar seluruh pegawai untuk bisa berprilaku disiplin dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang 
PNS termasuk dalam mentaati ketentuan jam kerja. Sedangkan 
untuk standarisasi keberhasilan Peraturan Pemerintah Nomor 
53 tahun 2010 ini adalah meningkatnya kesadaran PNS untuk 
berprilaku disiplin, serta mampu melaksanakan tugas-tugas 
yang diberikan sesuai dengan sasaran kerja pegawai yang Ielah 
disepakati bersama antara pegawai dengan atasan 
langsungnya. " (Hasil wawancara tanggal, 14 Juli 2017) 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan 

dan standar keberhasilan implementasi dari Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa 

adanya aturan yang jelas bagi pegawai dalam melaksanakan tugas 

dan kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan termasuk dalam 

hal mentaati waktu kerja, sedangkan standarisasi keberhasilannya 

adalah bahwa dengan meningkatnya kesadaran pegawai untuk 

berprilaku disiplin dan melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai 

dengan sasaran kerja pegawai yang telah disusun dan disepakati 

bersama antara pegawai dan atasan langsungnya. 

Standarisasi dari implementasi kebijakan displin Pegawai 

Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau 

tidak akan bisa berjalan secara maksimal tanpa adanya suatu 

komitmen yang tinggi dari Pegawai Negeri Sipil itu sendiri untuk 

mentaati waktu-waktu kerja dalarn mcnjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya dalam melaksanakan pekerjaan. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Kasubbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Malinau, sebagai berikut : 
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" ... Menurut saya bahwa untuk melihat standar keberhasilan 
dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, setidaknya 
dapat ldta ketahui dari tingkat kehadiran pegawai di Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Ma/inau, berdasarkan data 
hasil dari print out finger print apakah pegawai tersebut 
hadirnya tepa! waktu atau malah sehaliknya terlambat masuk 
kantor, nah jika terlambat berarti pegawai tersebut sudah 
me/akukan pelanggaran disiplin artinya masuk !cantor tidak 
tepat waktu sesuai jam ketentuan masuk dan pu/ang kerja. 
Padahal sesuai kentuan PMA Nomor 45 Tahun 2015 tentang 
disiplin kehadiran Pegawai Negeri Sipil dilingkungan 
Kementerian Agama pada Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa 
jam kerja dilaksanakan dengan ketentuan : a) Hari senin 
sampai dengan hari kamis hadir dari pukul 07.30 sampai 
dengan pukul 16.00, dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 
sampai dengan pukul 13.00: dan b) Hari Jum 'at hadir dari 
pukul 07.30 sampai dengan puku/16.30, dengan wa/au istirahat 
dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00." (Hasil 
wawancara tangga/, 14 Juli 2017) 

Dari basil wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau tersebut didapatkan 

infonnasi bahwa untuk melihat standar keberhasilan dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil, dapat dilihat dari tingkat kedisiplinan pegawai terhadap 

kehadirannya sesuai dengan waktu-waktu kerja yang telah 

ditentukan. Sementara Menurut Pengembang Pegawai (bagian 

Kepegawaian) mengatakan bahwa: 

" ... yang jelas disini Pak, pegawai memanfaatkan waktu kerja 
dalam melaksanakan pekerjaan kantor didasarkan pada 
peraturan yang ber/aku, dan bahkan kadang tidak jarang, saya 
sendiri sering melayani adanya masyarakat yang berurusan 
diluar waktu kerja pada saat jam istirahat kant or, dan ini tetap 
kita layani sebagai salah satu bentuk pe/ayanan yang kita 
berikan." (Hasil Wawancara tangga/19Juli 2017) 
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Dari basil wawancara dengan Pengembang Pegawai Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau didapatkan infonnasi 

bahwa pengetahuan akan waktu kerja dipahami sebagai waktu aktif 

dalam melaksanakan seluruh pekeijaan kantor yang didasarkan oleh 

peraturan yang berlaku dan dipatuhi oleh seluruh Pegawai Negeri 

Sipil. dan bahkan tidak jarang melayani masyarakat pada waktu 

istirahat kantor sebagai wujud dari pelayanan masyarakat. 

Berkenaan dengan adanya masyarakat yang berurusan pada 

waktu istirahat kantor, terutama berkenaan dengan pelayanan, hal ini 

sebagaimana yang di sampaikan oleh Kasi PHU berikut ini : 

" ... memang keyataan dilapangan masih saja kita jumpai 
mayarakat yang berurusan pada jam-jam istirahat, kan tidak 
mungkin kita mengabaikan pak, kita tetap harus memberikan 
pelayanan terbaik bagi masyarakat yang berurusan da/am hal 
pelayanan pendafiaran, pelayanan pembatalan, pelayanan 
pelunasan BPIH ditahun berjalan, karena hal ini merupakan 
kebijakan atasan yang harus kami jalankan. "(Basil wawancara 
tangga/, 19Juli 2017) 

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa dalam 

melakukan pelayanan terhadap masyarakat kadang tidak melihat 

waktu kerja, inilah salah satu wujud dari kebijakan yang juga harus 

dijalankan. 

Berdasarkan basil penelitian yang dilakukan terhadap standar 

dan sasaran kebijakan, dan berdasarkan data yang diperoleh penulis 

dari beberapa orang responden, diketahui bahwa : pertama, bahwa 

tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil ialah agar Pegawai Negeri Sipil di 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau untuk berprilaku 
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disipilin, dan hal ini sebagai dasar bagi Pegawai Negeri Sipil untuk 

bekerja sebagaimana tugas dan fungsinya masing. Kedua, bahwa 

standar keberhasilan dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Malinau adalah sebahagian pegawai telah 

menyadari bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai 

tanggungjawab untuk disiplin, dengan berpedoman pada sasaran 

kerja pegawai yang telah dibuat diawal tahun sebagai dasar dalam 

menjalankan tugas sesuai target yang dibuat dan disepakati bersama 

antara pegawai dengan atasan langsungnya. Ketiga, bahwa kebijakan 

terhadap waktu kerja yang efektif telah digunakan dengan cukup 

baik. Bahkan pelayanan yang diberikan hingga menyita waktu 

istirahat pegawai, hal tersebut dilihat dari beberapa kegiatan yang 

dilakukan dalam aktivitas keseharian pegawai pada di Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau. 

b) Sumber Day a 

Dukungan Sumber daya dalam proses implementasi kebijakan 

sangat diperlukan, baik itu sumber daya manusia, sumber daya 

materi, maupun sumber daya mctodc (human resourcef,) yang 

memiliki kemampuan, hal inilah yang terpenting dalarn menentukan 

suatu keberhasilan proses implementasi kebijakan. Setiap tahap dari 

implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang 

berkaulitas sesuai dengan pekerjaan yang syaratkan oleh kebijakan 

yang telah ditetapkan. Disilah peran manusia selalu aktif dan 
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dominan daJarn setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi 

perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. 

Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa adanya peran aktif dari 

seluruh karyawan meskipun sarana dan prasarana kerja yang dimiliki 

telah tersedia dengan memadai. Begitupula sebaliknya jika 

kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu tidak 

memadai, maka kinerja kebijakan publik tentu sui it untuk dijalankan. 

Sumber daya yang perlu diperhitungkan pula selain sumber 

day a man usia adalah sumber day a financial dan sumber daya waktu. 

Oleh karen itu sumber daya manusia yang memiliki kompetensi 

tidak didukung oleh dengan dana yang tersedia, maka akan menjadi 

persoalan untuk merealisasikan tujuan kebijakan publik. Demikian 

pula dengan sumber daya waktu, waktu dapat menjadi penyebab 

terhadap keberhasilan dalam implementasi kebijakan. 

Sumber daya manusia, berhubungan dengan segala sumber-

sumber daya lainnya sebagiamana yang telah disebutkan di atas, 

y~g sating mendukung untuk terwujudnya dari proses implementasi 

kebijakan Disiplin Pegawai Negeri sipil di Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Malinau. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau berikut ini : 

" ... bahwa implementasi kebijakan Disiplin PNS tidak akan 
herhasil dengan baik, jika tanpa adanya dukungan dari sumber 
daya manusia yang memadai, yang memiliki integritas, 
profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan yang 
merupakan budaya kerja Kementerian Agama. Dan 
alhamdulillah untuk fasililas atau kelengkapan kerja pegawai 
saya rasa sudah tersedia dengan haik, seperti komputer, laptop, 
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meja, kursi dan sebagainya, tingga/ pegawainya saja lagi untuk 
dapat bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan penuh 
tanggungjawab." (Hasil wawancara, tangga/ 24 Ju/i 2017) 

Dari penjelasan Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Malinau di atas terhadap dukungan sumber daya yang 

tersedia dengan sarana kexja pegawai yang memadai, pemyataan 

tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pengembang 

pegawai (staftata usaha) berikut: 

" ... Alhamduli/Jah Pak, disini kami bekerja dan melakmnakan 
tugas keseharian, kami sudah didukung dengan peralatan kerja 
yang memadai, namun peralatan yang memadai belum 
sepenuhnya didukung dengan SDM yang mumpuni, namun 
pegawai yang ada memiliki motivasi dan semangat kerja yang 

tinggi walaupun ada saja pegawai yang setiap hari harus 
dibimbing dan dikontrol oleh atasan dalam melaksanakan 
pekerjaannya. (Wawancara, tanggal 24 .Ju/i 2017) 

Dari kutipan wawancara di atas dapat dilihat bahwa kesiapan 

Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya sebagai seorang aparatur sudah didukung 

oleh pasilitas yang mereka gunakan dalam bekerja, namun yang 

masih menjadi kendala adalah keterbatasan SDM yang dimiliki 

walaupun demikian semangat dan motivasi ketja selalu ditanamkan 

oleh atasan agar tetap profesional dalam melaksanakan togas dan 

peketjaannya. 

Berangkat dari kedisiplinan pegawai dalam hal pelayanan, 

peneliti menggali lebih dalam lagi mengenai penempatan pegawai 

dalarn posisinya sekarang ini apakah sudah sesuai dengan disiplin 

ilmu yang dimiliki, sehingga pegawai dapat melakukan pekerjaannya 
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secara profesional, berikut penjelasan dari Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau : 

" ... begini Pak, sehubungan dengan adanya moratorium 
penerimaan pegawai negeri maka sejak tahun 2011 hingga saar 
ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ma/inau tidak ada 
menerima CPNS, sehingga sumber daya manusia dalam hal ini 
Pegawai Negeri Sipil Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Malinau masih kekurangan SDM, sementara untuk penempatan 
pegawai tidak semuanya sesuai dengan disiplin ilmu yang 
dimiliki pegawai, sehingga sedikit banyaknya tentu mengalami 
kenda/a, namun zm bukan berarti pekerjaan menjadi 
terbengkalai, hal ini juga sudah d~fahami o/eh seluruh pegawai 
sehingga mereka tetap bekerja secara profesional untuk 
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan 
oleh atasannya masing-masing. (Hasil wawancara tanggal 25 
Ju/i 2017) 

Senada apa yang disampaikan oleh Kepala Kantor 

Kementerian Agama di atas, berikut diperkuat oleh Kasubbag Tata 

Usaha denga pemyataanya sebagai berikut : 

" ... inilah Pak, yang menjadi kendala kami dilapangan, karena 
kekurangan SDM, kami terpaksa memanfaatkan pegawai yang 
ada semaksimal mungkin, untuk mengerjakan pekerjaan 
walaupun tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh 
pegawai, begitu pula dengan seksi-seksi yang lain 
permasalahannya akan sama. apalagi sekarang hampir semua 
pekerjaan sudah berbasis aplikasi baik online maupun Ojline. 
Dengan a/asan keterbatasan ini pula banyak pekerjaan yang 
harus dirangkap o/eh pegawai. " (Hasi/ wawancara tanggal. 25 
Juli 2017) 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam 

terhadap penguasaan IT dan mengantisipasi keterbatasan SDM, 

sebagaimana pemyataannya berikut ini : 

" ... memang benar bahwa diera teknologi sekarang ini hampir 
seluruh pekerjaan menggunakan aplikasi, seperti aplikasi 
Simkah, aplikasi Simbi, aplikasi Simpenais, aplikasi Simzat, 
Siwak. Apalagi saat ini kita sangat kekurangan SDM yang 
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menguasai IT sementara tenaga yang ada hanya lulusan SMA 
itupun hanya satu-satunya staf saya, sehingga hampir semua 
pekerjaan dengan terpaksa harus dirangkap oleh pegawai, 
kasian juga sih tapi mau diapa ini kenyataan yang kami hadapi 
dilapangan," (Hasi/ wawancar tangga/, 26 Juli 2017) 

Pertanyaan yang sama juga penulis sampaikan pada Kepala 

Seksi Pendis, sebagairnana pemyataannya beriktu ini : 

" ... memang benar bahwa untuk saat ini kita sangat kekurangan 
SDM PNS, namun apa mau dikata memang inilah 
kenyataannya. Adapun antisipasi ldta terhadap banyaknya 
perkerjaan terutama yang menggunakan aplikasi, maka hal 
pertama yang kami lakukan adalah membagi tugas sesuai 
kemampuan masing-masing untuk dapat menanganinya, adapun 
untuk antisipasi kekurangan SDM kami terpaksa harus 
menganggarkan untuk tenaga honor, syukur-syukur bisa 
terakumodir dianggaran kantor, sehingga dapat membantu 
pekerjaan yang ada. " (Hasi wawancara tanggal 26 .luli 2017) 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

implementasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Malinau, mengalami kendala keterbatasan SDM 

sehingga banyak pekerjaan yang terpaksa harus dirangkap, dan 

sebagai antisipasinya dengan mengangkat tenaga honorer. 

Berdasarkan dari bcberapa wawancara yang dilakukan di atas 

bahwa dengan keterbatasan SDM pegawai tetap beketja secara 

profesional dalarn melayani masyarakat. Lain lagi dengan 

Penyclenggara Katolik kctika pcneliti menanyakan yang 

berhubungan dengan pelayanan, sebagaimana pernyatannya berikut 

Jm: 

" ... mohon maaf Pak, untuk saat ini setiap masyarakat yang 
berurusan disini tentunya merasa tidak nyaman, dan Bapak bisa 
menyaksikan sendiri, karena gedung kami saat ini tidak 
prosentatif untuk memherikan pelayanan, ini dikarenakan tidak 
adanya ruang lunggu sehingga bagi yang masyarakat berurusan 
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horus terpaksa duduk dilorong, ini tentunya sangat mengganggu 
karena tempat la/u lalang setiap orang yang datang. Begitu 
pula dengan keadaan gedung saat ini menghawatirkan (rusak 
berat) terjadi retakan disana sini, tentunya menimbu/kan 
kekhawatiran se/uruh pegawai dan tamu yang datang. inilah 
Pak, yang membuat pelayanan mef!jadi terganggu sehingga 
saya sendiri tidak betah untuk ber/ama-lama di dalam kantor 
karena adanya rasa khawatir jika terjadi sesuatu. (Hasil 
wawancara tangga/28 Ju/i 2017) 

Dari wawancara di atas diperoleh data bahwa keadaan 

prasarana yang kurang nyaman dikarenakan tidak adanya ruang 

tWlggu, keadaan gedung yang tidak prosentatif menjadi penyebab 

terganggunya pelayanan dan tentunya akan mempengaruhi kineija 

pegawat. 

Berdasarkan basil wawancara dengan beberapa responden 

maka penulis menganalisis bahwa indikator dari aspek sumber daya 

manusia dalam implementasi kebijakan disiplin Pegawai Negeri 

Sipil memiliki peran yang penting dalam menentukan suatu 

keberhasilan proses implementasi. Implementasi kebijakan tidak 

akan berhasil dengan baik tanpa didukung dengan sumber daya 

manusia yang memadai, beitupula dengan dengan sarana yang 

digukan dalam melaksanakan peketjaan, sarana yang memadai tidak 

akan maksimal jika tidak didukung dengan kedisiplinan pegawai 

untuk mentaati waktu-waktu kerja sebagaimana yang telah 

ditentukan. 

Kurangnya sumber daya manusia juga merupakan faktor yang 

yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil, terlebih lagi SDM yang ada sangat terbatas 
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baik dari segi jumlahnya maupun disiplin ilmu yang diperlukan 

sesuai dengan bidang tugas yang dikerjakan. 

c) Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas 

Agar implememtasi kebijaka publik dapat dilaksanakan secara 

efektif, maka diperlukan yang namanya koordinasi komunikasi 

antara pihak-pihak: yang terlibat dalam suatu proses implementasi, 

dengan demikian kemungkinan kesalahan-kesalahan akan sangat 

keciluntuk terjadi. 

Dengan demikian apa yang menjadi standar tujuan harus 

dipahami oleh para individu (implementors), karena itu standar dan 

tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi 

dalam rangka penyampaian infonnasi kepada para pelaksana 

kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan irnplemteasi 

kebijakan. 

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan 1m maka 

komunikasi yang efektif dan persuasif mutlak untuk dijalankan baik 

dari pimpinan hingga pelaksana dilapangan, dan stakeholder atau 

organisasi sebagai penerima manfaat dari implementasi kebijakan 

yang dijalankan. Pentingnya komunikasi tidak terbatas ada 

komunikasi personal tetapi juga dalam tatanan komunikasi 

organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu komunikasi 

dapat betjalan dengan lancar dan berhasil, serta begitu pula 

sebaliknya. Kurang atau tidak adanya komunikasi dalam suatu 

organisasi dapat mengakibatkan tidak lancamya kegiatan organisasi 
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itu sendiri. Dengan demik.ian, komunikasi dalam setiap organisasi 

meropunyai peranan sentral. Untuk melihat komunikasi yang sudah 

berjalan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau 

sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Malinau berikut : 

" ... komunikasi yang dilakukan mengenai kedisiplinan kerja 
pegawai adalah dengan memberikan pengertian dan motivasi 
bahwa apa yang kita lakukan adalah merupakan bagian tugas 
pelayanan dan fimgsi Kementerian Agama, hal inilah yang saya 
tekankan pada seluruh pegawai pada setiap kesempatan ape/ 
pagi. Komunikasi ini juga selalu kami lakukan dengan para 
kepala KUA di kecamatan dan kepa/a madrasah untuk selalu 
meningkatkan kedisiplinan para pegawainya, termasuk 
melakukan monitoring setiap awal bulan untuk memastikan 
keaktifan pegawai dalam mematuhi ketentuan disiplin kerja. " 
(Hasil wawancara tanggal, 28 Juli 2017) 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Bimas Kristen 

Kantor Kementerian Agama yang menjelaskan bahwa : 

" ... kita se/alu membangun komunikasi yang efektif dengan 
lembaga pendidikan seperti sekolah untuk memperoleh informasi 
}ilea terdapat pegawai kita yang tidak disiplin atau meningkalkan 
tugas pada saat Waktu-waktu mengajar, jangan sampai hal ini 
menjadi contoh yang kurang pantas dilakukan o/eh seorang guru 
apa/agi guru agama. Saat ini guru-guru agama hampir semuanya 
te/ah lulus serifikasi, maka otomasis mereka dituntut untuk 
memenuhi jam mengajar minimal sebanyak 24 jam 
perminggunya, dan sebagai imbalan mereka memperoleh 
tunjangan profesi, sehingga dengan demikian mere lea horus aktif 
da/am proses belajar mengajar dan tidak ada ala.mn lagi untuk 
hermalas-malasan. Namun demikian ketika kita melakukan 
monitoring kelapangan, ada saja informasi yang kit a peroleh at as 
keter/ambatan guru agama datang disekolah. Dengan adanya 
informa.'ii ini sebagai dasar kita untuk melakukan pembinaan. " 
(Wawancara tanggal, 28 Juli 2017) 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Malinau dapat berjalan dengan baik, hal ini dapat terlihat 
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adanya komunikasi intens antara Kantor Kementerian Agama, 

dengan unit kerja di bawahnya seperti KUA di kecamatan dan kepala 

madrasah, tennasuk melakukan monitoring pada lembaga 

pendidikan untuk mengetahui keaktifan guru agama dalam 

melaksanakan tugasnya, dengan terjalinnya komunikasi ini maka 

standar dan tujuan kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. 

Senada apa yang telah disampaikan oleh Kepala Kantor 

Kementerian Agama dalam memberikan motivasi terhadap pegawai, 

diperkuat lagi oleh Kasubbag Tata Usaha sebagaimana 

pemyataannya: 

" ... sebenarnya kami telah memberikan motivasi terhadap 
peningkatan disiplin pegawai dengan melakukan pendekatan
pendekatan seperti: memberikan motivasi yang kuat, 
memberikan cara pandang yang benar terhadap pekerjaan, 
bahkan diupayakan adanya komunikasi yang efektif, persuasif, 
kepada pegawai bahwa tempal kita bekerja ini sebagai media 
untuk berkarya, serta menciptakan keharmonisan hubungan 
kerja. Cara inilah yang se/a/u kita upayakan untuk menggugah 
kedisiplinan pegawai. (Hasil wawancara tanggal, 28 Juli 2017) 

Dari basil wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan sudah cukup efektif 

dengan memberikan motivasi untuk mengugah kedispilinan pegawai. 

Berdasarkan basil dari wawancara dengan beberapa responden 

tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau dalam rangka 

implementasi kebijakan disiplin pegawai cukup efektif baik melalui 

penyampaian pada kesempatan ape! pagi, maupun melakukan 

monitoring pada unit-unit kerja di bawahnya guna memantau 
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aktifitas pegawai, serta adanya pemberian motivasi dalam rangk:a 

membangkitkan semangat kerja pegawai untuk berprilaku disiplin 

sehingga tujuan implementasi kebijakan dapat berjalan secara 

efektif. 

d) Karakteristik Agen Pelaksana 

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil tentunya yang menjadi pusat perhatian adalah Kantor 

Kernenterian Agama Kabupaten Malinau. Hal ini menjadi penting 

karena kinerja implementasi kebijakan ak.an sangat banyak 

dipengaruhi oleh ciri-ciri struktur formal dari agen pelaksana. Hal ini 

berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilak.sanakan pada 

beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan 

disiplin. Namun pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang 

demokratis dan persuasif. 

Karakteristik agen pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Sebagaimana pemyataan 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau berikut : 

" ... disini kila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 
tahun 2010 tentanK Disiplin Pegawai Negeri Sipil Mas. Jadi . . 

yang bertanggung jawab ada/ah atasan /angsung pegawai, 
karen dalam hal ini adanya pendelegasian wewenang sehingga 
alasan langsung pegawai berhak untuk melakukan pembinaan 
terhadap bawahannya, jika terdapat pegawai yang melakukan 
pelanggaran kedisiplinan. Jadi disinilah letak pentingnya 
pendelegasian wewenang da/am pembinaan disiplin yang 
dilakukan atasan langsung terhadap pegawainya, karen atasan 
langsung yang lebih mengerti, lebih faham apa yang dilakukan 
dan dikerjakan oleh bawahannya atau pegawai 
dilingkungannya." (Hasi/ Wawancara tanggal, 6 Agustus 2017) 
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Sejalan dengan pendapat Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Malinau, Kasi Bimas Islam menambahkan bahwa : 

" ... disini saya sela/u berusaha melaksanakan pembinaan 
pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena dengan 
adanya pendelegasian wewenang ini merupakan beban buat 
saya, jangan sampai ketika saya menyerukan untuk di.siplin 
kepada staf, tapi saya justru tidak melakukannya, karena saya 
bertanggungjawab atas apa yang yang di/akukan oleh bawahan 
saya, ketika ada yang melakukan pe/anggaran disiplin maka 
saya berkewajiban untuk menegur atau memeriksa alas 
pelanggaran yang dilakukannya." (hasil wawancara tanggal, 6 
Agustus 20 17) 

Dari wawancara dapat diketahui bahwa dalam penerapan 

Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau tidak dapat berjalan dengan 

baik tanpa adanya dukungan dari atasan Iangsungnya. Atasan 

langsung memiliki wewenang dalam rangka melakukan pemeriksaan 

atas ketidak disiplinan yang dilakuka.n oleh pegawainya sebelum 

sanksi dijatuhkan oleh pejabat yang berwcnang menjatuhkan 

disiplin. 

Mengenai pelaksanaan penerapan hukuman Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil-di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau ini 

telah melalui prosedur sebagaimana mestinya dalam menangani 

pegawai yang tidak mentaati peraturan disiplin, sebagimana 

wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha berikut ini : 

" ... apabila ada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, 
maka harus dilihat dulu terhadap tingkat pelanggaran yang 
dilakukan oleh pegawai tersebut jangan sampai sa/ah dalam 
menjatuhkan hukuman disiplin, selanjutnya dilakukan 
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penanganan sesuai aturan yang berlaku. " (Hasil wawancara 
tangga/ 7 Agustus 20 17) 

Adapun mekanisme atau prosedur yang digunakan sebehun 

menjatuhkan hukuman kepada Pegawai Negeri Sipil sebagimana 

yang diungkapkan oleh Pengembang Pegawai (staf tata usaha) 

berikut ini : 

" ... adapun mekanisme bagi pegawai yang lidak mentaati 
peraturan disiplin maka dilaksanakan sesuai aturan yang ada, 
pertama teguran secara lisan o/eh atasan langsungnya, apabila 
pegawai tidak mengindahkan teguran tersebut se/anjutnya 
dilayangkan teguran tertulis kepada yang bersangkutan, secara 
bertahap dan selanjutnya pernyataan tidak puas secara tertulis. 
apabilan tahapan ini tidak diindahkan olek pegawai yang 
bersangkutan maka selanjutnya dilaporlwn kepada atasan 
langsung pejabat untuk diproses da/am rangka penjatuhan 
hukuman disiplin, dengan dibuat tim guna me/akukan 
pemeriksaan dan selanjutnya dijatuhi hukuman disip/in sesuai 
dengan tingkat pe/anggaran yang di/akukan o/eh pegawai yang 
bersangkutan. " (Hasi/ wawancara tanggal 7 Agustus 20 17) 

Dari penjelasan wawancara di atas disimpulkan bahwa dalam 

rangka pemberian sanksi disiplin kepada pegawai harus terlebih 

dahulu memperhatikan dengan seksama terhadap pelanggaran yang 

dilakukan jangan agar tidak salah dalam penjatuhan disiplin 

nantinya, begitupula dalam penjatuhan sanksi disiplin dilakukan 

sesuai dengan prosedur yang berlak.u sesuai Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010. 

Berdasarkan basil wawancara dengan beberapa responden 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pendelegasian wewenang dalarn 

implemenetasi kebijak.an disiplin Pegawai Negeri Sipil sangat 

berperan dalam rangka melakukan pendisipilinan terhadap pegawai 

berdasarkan prosedur yang berlaku. 
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e) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik 

Kinerja dari suatu kebijakan akan sangat dipengaruhi kondisi 

sosial, ekonomi, dan politik dari tempat dimana kebijakan tersebut 

dijalankan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa lingkungan 

ekstemal tersebut menjadi faktor diterminan dalam keberhasilan 

implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian 

Agama Kabupeten Malinau. 

Untuk mengetahui dari kondisi ekonomi, sosial dan politik 

pada kebijakan publik di Kantor Kementerian Agarna Kabupaten 

Malinau terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berikut dari 

wawancara yang diakukan dengan Kepala Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Malinau : 

" ... bahwa sebenarnya kondisi ekonomi, sosiai dan politik terhadap 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Malinau tidak membawa dampak yang berarti, hal ini 
bisa dilihat dari keseharian aktivitas pegawai dalam melaksanakan 
tugas kesehariannya, dalam memberikan pe/ayanan, kondisi po/itik 
yang terjadi tidak berpengaruh pada kedisiplinan pegawai, karena 
seluruh pegawai sudah diingatkan agar tidak lerlibat politik prakstis 
terhadap berlangsungnya pilkada lalu. Sehingga Kementerian 
Agama dapat memposisikan diri sebagai Lembaga Pemerintah yang 
netral dan tidak memihak. " (Hasil wawancara tanggal, 8 Agustus 
2017) 

Dari pemyataan Kepala Kantor Kementerian Agama tersebut 

bahwa kondisi politik yang tetjadi tidak membawa dampak yang berarti 

bagi pelaksanaan implementasi kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau karena pegawai dapat 

menjaga netralitasnya dan tidak memberikan dukungan secara terang-

43692.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



129 

terangan kepada caJon Kepala Daerah!Wakil Kepala Daerah. 

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010, pada Bab II pasal 4 ayat 15 dinyatakan bahwa Pegawai Negeri 

Sipil dilarang untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala 

Derah/W akil Kepala Daerah. 

Namun terkait dengan kondisi ekonomi sedikit berbeda apa yang 

telah disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama di atas, 

menurut Kasi Bimas Islam sedikit banyaknya berdampak pada kinerja 

pegawai sebagaimana hasil wawancara yang yang disarnpaikan bahwa : 

" ... bahwa kondisi ekonomi, sosial pegawai sedikit banyaknya akan 
dampak terhadap kinerja dan kedisip/inan pegawai, hal ini terjadi 
pada pegawai yang kami tempatkan di KUA, berdasarkan hasil 
monitoring bahwa ada salah seorang stafnya sering terlambat 
masuk kerja, hal ini disebabkan adanya pinjaman yang terlalu besar 
pada bank yang tidak terkontrol, sehingga gaji yang diterima oleh 
pegawai setiap bulannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, hal 
ini dikhawatirkan akan mengganggu terhadap pelayan. namun hal 
ini sudah kita panggil untuk dilakukan pembinaan, namun 
kedepannya saya berharap adanya pembatasan oleh pimpinan bagi 
pegawai yang ingin berhutang, jangan sampai gaji tidak mencukupi 
untuk biaya kebutuhan hidupnya" (Hasil wawancara tanggal, 8 
Agustus 20 17) 

Dari hasil wawancara di atas bahwa hutang yang tidak terkontrol 

dapat menyebabkan kedisiplinan pegawa1 menurun sehingga 

dikhawatirkan dapat mengganggu tugas pelayanan masyarakat. 

Dari hasil wawancara tersebut bahwa kondisi ekonomi, sosial 

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil, pegawai tidak akan maksimal dalam melaksanakan 

tugasnya jika terlalu banyak memiliki hutang, karena tidak ada lagi yang 

diharapkan sebagai nilai plus dalam bekerja, melihat kondisi ini 
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diharapkan ada ketegasan dari pimpinan bahwa bagi pegawai yang akan 

berhutang di bank harus dibatasi jumlahnya sehingga ada yang 

diharapkan ketika akhir bulan. 

f) Sikap Para Pelaksana 

Arab kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan sangat 

mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi 

kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin teljadi disebabkan kebijakan 

yang dilaksanakan bukan hasil formulasi Pegawai Negeri Sipil yang 

mengenal bend persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi 

kebijakan yang akan dilaksauakan adalab merupakan kebijakan dari atas 

(top-down) yang saugat muugkin para pengambil kebijakau tidak pemab 

mengetahui akan kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang ingin 

diselesaikan oleh pegawai. 

Adapun dalam dimensi penilaian dalam disposisi para pelaksana ini 

terdapat dua elemen penting yang perlu diperhatikan karena hal ini 

sangat berpengaruh terhadap kinetja implementasi kebijakan. Yakni 

pernahaman (kognisi) serta dukungan atau persetujuan (respon) agen 

pelaksana. 

Pertama, pemahaman (lwgnisi) masih banyak yang belum 

memahami terhadap Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 secara 

seutuhnya terutama dalam pemberlakuan hukuman bagi pegawai yang 

indisipliner. Berikut pemyataan yang disampaikan oleh Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau : 
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" ... kalau kita melihat kenyataannya dilapangan, sebenarnya masih 

ada saja dijumpai adanya pegawai yang terkesan acuh terhadap 
peraturan disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, hal ini dapat terlihat 
dari masih adanya pe/anggaran khususnya di bagian penggunaan 
jam aktif kantor dan ini masih kita jumpai pegawai yang sering 
ter/amhat mengikuti ape/ pagi. Untuk menyikapi hal ini maka saya 
memanggil atasan langsungnya untuk memberikan nasehat dan 
pembinaan terlebih dahulu sebelum nantinya sanksi dijatuhkan 
sesuai prosedur yang berlaku. " (Hasil wawancara tangga/, 14 
Agustus 20 I 7) 

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Kasubbag 

Tata Usaha bahwa masih perlu adanya upaya untuk memberikan 

pemahaman dan membangkitkan kesadaran pribadi kepada seluruh 

pegawai agar mereka benar-benar mengerti akan pentingnya disiplin 

dalam rangka pelaksanaan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan 

tugas pemerintahn dan pembangunan. Sehingga pemahaman terhadap 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, 

sebagairnana pernyataan yang disampaikan : 

" ... saya rasa sudah maksimal disampaikan kepada seluruh Aparatur 
Sipil Negara, karena hal ini selalu diingatkan oleh pimpinan pada 
pelaksanaan ape! pagi, jadi saya rasa hanya kesadaran pribadi 
yang masih kurang untuk berprilaku disiplin." (Wawancara tanggal, 
/4 Agustus 2017) 

Hal senada juga disarnpaikan oleh Kepala Seksi Bimas Kristen 

yang menyatakan bahwa : 

" ... disiplin merupakan kewajiban bagi seluruh pegawai negeri sipi/ 
tanpa terkecuali, dan hal ini saya rasa sudah difahami seluruh ASN 
tinggal kesadaran invidu untuk mengindahkan peraturan tersebut, 
dan yang lebih penting lagi adalah ketegasan Pimpinan dalam 
rangka pendisiplinan ASN agar merelca benar-benar sadar akan 
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tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara. (hasi/ 
W awancara tanggal, /4 Agustus 20 /7) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai 

pemahaman dari Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Malinau terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini, adalah sebenarnya 

kurangnya kesadaran dari Aparatur Sipil Negara sendiri untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara, untuk 

itu diper1ukan ketegasan dari seorang pcmimpin dalam rangka 

pendisiplinan. 

Kedua, dukungan atau persetujuan (respon) terhadap pelaksanaan 

implementasi kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam 

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 di Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau, berikut pemyataan pengelola 

BMN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau : 

" ... iya ada Pak, setiap Pegawai Negeri Sipil tentunya memilki 
standar dalam melaksanakan pekerjaan, sebagaimana tertuang 
dalam Sasaran Kerja Pegawai yang dibuat diawal tahun, sehingga 
dalam melakukan pekerjaan berpedoman pada prosedur yang telah 
disusun sebelumnya serta sesuai dengan tugas polwk dan fongsi 
yang telah ditetapkan. "(Hasil W awancara tanggal 16 Agustus 20 17) 

Dari hasil wawancara dengan pengelola BMN Kantor Kemcnterian 

Agama Kabupaten Malinau didapatkan infonnasi bahwa pengetahuan 

akan melakukan peketjaan sesuai dengan prosedur dan tata aturan yang 

berlaku serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah 

ditctapkan. Selanjutnya dalam hal pelaksanaan seluruh prosedur kerja, 

yang bersangkutan menyatakan bahwa telah melaksanakan semua 
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prosedur kerja yang telah ditetapkan khususnya pada tugas serta 

fungsinya. Selanjutnya Kasubbag Tata Usahajuga menjelaskan bahwa: 

" ... Sasaran Kerja Pegawai dihuat untuk mengukur keberhasilan 
capaian terhadap target alas pekerjaan yang dilakukan se/ama satu 
tahun berjalan. "(Hasil Wawancara tanggal, 16 Agustus 2017) 

Dari hasil wawancara dengan Kcpala Sub. Bagian Tata Usaha 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau didapatkan informasi 

bahwa Pcgawai Negeri Sipil dalam melakukan pekerjaan harus sesuai 

dengan prosedur dan mclaksanakan sctiap pckerjaan yang diberikan 

dengan scbaik~baiknya serta sesuai Sasaran Ketja Pegawai sebagai alat 

ukur keberhasilan terhadap target yang dibuat untuk dilaksanakan selama 

satu tahun betjalan. Sementara mcnurut penyusun bahan program (bagian 

tata usaha) bahwa sebaiknya dalam melakukan pekeijaan pegawa1 

berpedoman kepada SOP yang dibuat, berikut pemyataanya : 

" ... iya, Standar Operasional Prosedur merupakan pegangan setiap 
pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, dengan adanya SOP ini 
kita tahu alur dan waktu dulam menyelesaikan pekerjaan. Namun 
diluar prosedur yang Ielah ditentukan kit a juga sa/ing bekerjasama 

untuk saling membantu bagi masyarakat yang berurusan diluar tusi 
yang saya miliki, ini merupakan bentuk pelayanan yang kita berikan 
agar masyarakat merasa terlayani." (Hasil Wawuncara, tanggal 18 

Agustus 2017) 

Dari hasil wawancara dengan Pcngembang Pegawai Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau didapatkan infonnasi bahwa 

dalam melakukan pekcrjaan sesuai dengan prosedur yang telah diatur 

dalam peraturan yang berisi mengenai Standar yang berlaku dengan 

sebaik mungkin. Selanjutnya dalam hal pelaksanaan seluruh prosedur 

kerja, yang bersangkutan menyatakan bahwa selama ini telah 
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melaksanakan semua tugas dan fungsinya sebagai seorang Pegawai 

Negeri Sipil. Namun diluar itu untuk menjaga nama baik institusi banyak 

pekerjaan diluar tusi yang dilakukan sebagai wujud pelayanan kepada 

masyarakat. 

Berdasarkan basil penelitian yang dilakukan di Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau diketahui bahwa pimpinan 

memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan disiplin, maka 

sikap tegas diperlukan oleh seorang pimpinan dalam 

mengimplementasikan suatu kebijakan. Begitupula diketahui bahwa 

pegawai dalam melaksanakan pekerjaa sudah sesuai dengan tugas dan 

fungsinya dengan berpedoman pada sasaran kerja pegawai yang dibuat 

diawal tahun sebagai kontrak kerja yang disepakati bersama antara atasan 

dan bawah~ namun diluar itu pegawai saling membantu dalam hal 

pelayanan bagi masyarakat. 

c. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil. 

1) Faktor-faktor yang menghambat 

Beberapa faktor dalam penerapan Disiplin Pegawai baik faktor 

internal maupun faktor eksternal yang menjadi penghambat dalam 

pelaksanaan implementasi kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Beberapa 

faktor tersebut telah disampaikan oleh beberapa informan sebagai 

beriku: 

Pertama. Sumber daya. Faktor sumber daya dalam hal ini adalah 

sumber daya manusianya yang menjadi penghambat dalam 
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implementasi Disiplin Pegawai Negeri, yakni pegawai/pelaksana yang 

jumlahnya masih kurang, hal ini ditandai dengan masih adanya 

pegawai yang berstatus honorer. Di samping itu adanya pegawai yang 

berdomisili diluar kota malinau, sehingga terkadang pegawai 

terkendala akibat cuaca dan jarak tempuh yang jauh untuk bisa sampai 

tepat waktu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau yang 

pada akhirnya akan berimbas pada jam kerja. Sebagaimana 

disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agarna Kabupaten 

Malinau berikut : 

" ... untuk saat ini, memang kami masih kekurangan pegawai, 
keluhan inilah yang sering disampaikan o/eh para kepala seksi 
terkait banyaknya pekerjaan yang harus ditangani, tapi mau 
diapa lagi sejak tahun 2011 kita tidak ada penerimaan pegawai 
sampai saat ini, jadi pegawai yang ada saja ldta manfaatkan 
secara maksimal walaupun kurang didukung dengan disiplin ilmu 
yang dimiliki dengan kebutuhan organisasi, namun ada juga yang 
sesuai dengan disiplin ilmunya. "(Hasil wawancara tanggal 21 
Agustus 20 17) 

Hal senada juga disampaikan oleh Kasi Bimas Kristen Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau berikut ini : 

" ... ya .. sedikit banyaknya berpengaruh, karena sebenarnya komi 
masih kekurangan pegawai, banyangkan saja Pak, dengan 
pekerjaan yang begitu banyak hanya ditangani dua orang staff, 
satu PNS dan yang satunya honorer, ini sudah berlangsung cukup 
lama, ditambah lagi dengan domisili pegawai sayayangjaraknya 
cukup jauh dengan kantor, kadang cuaca terutama jika hujan, 
akhirnya mereka telat datang kekantor, ini/ah juga yang menjadi 
kendala dalam penerapan disiplin khususnya masalah jam kerja 
sesuai ketentuan. " (Hasi/ wawancara tanggal, 2 I Agustus 2017) 

Dari basil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

implementasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Malinau, mengalami kendala keterbatasan SDM, 
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domisili yang jauh dengan tempat keija, cuaca yang tidak mendukung 

selama perjalanan, hal inilah yang menjadi kendala dalam menerapkan 

disiplin pegawai terutama masalah penerapan jam kerja, sehingga 

berimbas pada kine:rja pegawai. 

Sementara terhadap kedisiplinan ini menjadi sorotan serius oleh 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, sebagaimana 

pemyataan beliau berikut ini : 

" ... memang kenyataan dilapangan masih saja saya menjumpai 
adanya pegawai yang terkesan acuh terhadap peraturan disiplin 
ini, menurut saya ini disehabkan masih kurangnya kesadaran 
sebagian pegawai da!am menerapkan keseluruhan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai 
Negeri Sipil, peserti masih saja kit a jumpai pegawai yang sering 

ter/ambat bahkan tidak mengikuti ape/ pagi." (Hasil Wawancara 
tanggal, 21 Agustus 2017) 

Dari basil wawancara dengan Kepala Kantor Kernenterian 

Agama Kabupaten Malinau didapatkan informasi bahwa faktor yang 

menghambat implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau adalah pada 

sumber daya manusianya atau dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil, 

Mengapa demikian, karena ban yak pekerjaan yang dibebankan kepada 

pcgawm belum scsuai dengan disiplin imu yang dimiliki, ditambah 

dengan masih kurangnya kesadaran sebagian pegawai dalam 

menerapkan keseluruhan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, jarak yang jauh antara domisili 

pegawai dengan kantor juga mempengaruhi terhadap kedisiplinan 

pegawat. 
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Sementara menurut pengelola absen (staf tata usaha) 

mengatakan bahwa : 

" ... yang menjadi faktor yang menghambat dalam imp/ementasi 
kebiajakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Ma/inau salah satunya adalah kerusakan atau 
error system absensi atau /ampu padam, sehingga pegawai tidak 
bisa menggunakan finger print. " Sementara absen manual tidak 
terkontrol dan keakuratan datanya diragukan. " (Hasil 
wawancara tanggal, 21 Agustus 2017). 

Dari basil wawancara dengan staf tata usaha, didapatkan 

infonnasi bahwa faktor yang menghambat implementasi kebijakan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Malinau adalah selain Sumber Daya Manusianya, juga 

terkait dengan kerusakan atau error ~ystem absensi serta larnpu padarn 

merupakan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan disiplin 

tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh adanya 

faktor yang menghambat dalam implementasi Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, 

dan berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui proses 

wawancara, diketahui bahwa faktor yang menghambat dalam 

implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai pada Kantor Kementerian 

Agarna Kabupaten Malinau adalah Sumber Daya Manusianya dalam 

hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Malinau, garnbarannya adalah sifat dari dalam diri 

manusia itu sendiri dalam hal ini adalah kurangnya kesadaran bagi 
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seorang Pegawai Negeri Sipil untuk dapat menerapkan kedisiplinan 

tersebut da1am lingkungan kerjanya. keterbatasan SDM dan 

kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang 

dilaksanakan, serta kerusakan atau error system absensi merupakan 

faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil tersebut. 

Kedua. Komunikasi merupakan salah satu faktor yang dapat 

penghambat jalannya Impelementasi Kebijakan Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau jika 

komunikasi tidak diterima dengan baik maka akan menimbulkan salah 

persepsi. hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau berikut ini : 

" ... saya selalu mengingatkan kepada pegawai tentang pentingnya 
kedisip/inan ini, walaupun hanya pada kesempatan pelaksanaan 
ape/ pagi, saya berharap ini dapat diterima dengan baik o/eh 
pegawai.," (Hasi/ wawancara tanggal, 28 Agustus 2017) 

Apa yang telah disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Malinau di atas sedikit berbeda dengan apa yang 

disampaikan bendahara (staf tata usaha) sebagaima pemyataannya 

berikut ini: 

" ... memang benar pak, kepa/u kantor sering menyampaikan 
pentingnya disip/in pegawai ini, bahkan disetiap kesempatan 
termasuk pada ape/ pagi, tapi ilu semua tidak akan berarti kalau 
tidak didukung dengan ketegasan dari pimpinan sendiri, begitu 
pula dengan atasan langsungnya pegawai!staf tidak memberikan 
teguran terhadap bawahannya yang sering telat atau datang 
ter/ambat masuk kantor dan tidak mengikuti ape/ pagi. "(Hasi/ 
wawancara tanggal, 28 Agustus 201 7) 

43692.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



139 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

bisa menjadi faktor penghambat jika tidak didukung oleh seluruh 

elemen yang ada di dalamnya, baik pirnpinan atau atasan Iangsung 

pegawai dan pegawai sendiri dalam pengimplernentasian suatu 

kebijakan. 

Ketiga. Karakteristik agen pelaksana. Hal ini menjadi penting 

karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak 

dipengaruhi oleh ciri-ciri struktur formal dari agen pelaksana. Hal ini 

berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada 

bebempa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketal dan 

disiplin. Namun pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang 

demokratis dan persuasif. 

Dalam pelaksanaannya faktor agen pelaksana dapat menjadi 

pengharnbat dalam pelaksanaan implementasi Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau yaitu 

kurang tegasnya pimpinan maupun atasan langsung dalam 

rnemberikan sanksi hukuman disiplin terhadap pegawai yang terbukti 

melakukan pelanggaran disiplin. Penulis mencoba mewawancarai 

salah seorang staf Seksi Pendis Kantor Kementerian Agama 

sebagaimana pemyataanya berikut ini : 

" ... ka/au saya /ihat dan dengar dari laporan Komandan pada 
waktu ape/ pagi bahwa hampir setiap ape/ selalu ada saja 
pegawai yang tidak hadir mengikuti ape/ pagi, tapi tidak pernah 
juga saya dengar adanya pegawai yang dilaporkan terkena 
sanksi disiplin, ini kan berarti menurut saya pribadi kurang 
tegasnya atasan langsung pegawai, dan kurang tegasnya 
pimpinan untuk memberikan sanksi atas keter/ambatan tidak 
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mengikuti ape/ pagi. " (Hasi/ wawancara tanggal, 30 Agustus 
2017) 

Penulis kemudian menanyak:an kepada Kasubbag Tata Usaha 

perihal kurang tegasnya pimpinan atau atasan langsung dalam 

memberikan sanksi terhadap pegawai yang sering tidak mengikuti 

apel pagi, berikut pemyataannya : 

" ... mungkin saja ada kesan semacam itu, walaupun tidak semua, 
tetapi ini merupakan budaya kerja yang kurang baik menurut 
saya /erhadap penerapan disip/in pegawai, karena seperti adanya 
kecenderungan untuk membiarkan terjadinya pelanggaran, yang 
seharusnya bisa ditindak tegas sesuai kesa/ahan yang dilakukan 
pegawai yang bersangkutan, jadi jangan sampai ada kesan 
bahwa atasan sela/u mentolelir atas kesalahan yang dilakukan. 
karena untuk menjatuhkan hukuman disiplin ada tahapan
tahapan atau proses sebelum sanksi dijatuhkan kepada pegawai. 
(Hasil wawancara tangga/30 Agustus 2017) 

Dari penjelasan wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa memang adanya kesan pembiaran terhadap pegawai yang 

melakukan pelanggaran waktu ketja, budaya kerja semacam ini 

menurut informan yang mengak.ibatkan adanya kecemburuan dian tara 

pegawai yang pernah diberi sanksi dengan pelanggaran yang sama. 

Padahal pemberian sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek 

jera terhadap pegawai agar tidak lagi mengulangi kesalahan yang 

sama. 

Keempat. Sikap para pelaksana. Dimensi penilaian disposisi 

para pelaksana ini sangat berpengaruh terhadap kinetja implementasi 

kebijakan. Pelak.sanaan implementasi kebijak.an Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil tidak. terlepas dari adanya keteladanan dan ketegasan 

pemimpin dalam menerapkan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil pada 
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Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinu. Sebab pemimpin 

merupakan teladan dan panutan bagi bawahannya. maka untuk itu 

pemimpin harus menjadi contoh yang baik, jangan sampai ketika 

seorang pemimpin berbicara kedisiplinan kepada bawahannya, justru 

menjadi bumerang terhadap dirinya. Berkenaan dengan pemasalahan 

kepemimpinan menurut Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Malinau mengatakan : 

" ... dalam menerapkan kedisiplinan dilingkungan kerja, yang 
sering saya tekankan adalah atasan harus menjadi tauladan yang 
baik bagi bawahannya, maupun masyarakat, dengan 
mengedepankan lima nilai budaya kerja Kementerian Agama 
seperti: integritas, profosionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan 
keteladanan, untuk dijadikan pegangan oleh pegawai dalam 
memberikan pe/ayanan. " (Hasi/ wawancara tanggal 6 September 
2017) 

Dari basil wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian 

Agama didapkan informasi bahwa atasan langsung pegawai harus 

mejadi tauladan bagi bawahannya, keteladanan tersebut tentunya 

diperoleh dengan mengamalkan lima nilai dari budaya ketja 

Kementerian Agama sendiri yakni integritas, profesionalitas, inovasi, 

tanggung jawab, dan keteladanan, jika budaya ketja ini tidak dimiliki 

oleh seorang pemimpin atau atasana maka implementasi kebijkan 

yang dijalankan akan sulit tercapai. 

Sementara menurut salah seorang staf/pegawai pada Seksi 

Pendidikan Islam mengatakan : 

" ... kalu menurut saya Pak, bahwa atasan harus mef!jadi tauladan 
dan panutan bagi bawahannya, sebab pemimpin atau atasan 
merupakan pelaksana kebijakan maka ia harus bisa memberikan 
contoh yang baik, berdisiplin, tegas, jujur, adil, tempat bertukar 
pikiran jika terjadi permasalahan dalam pekerjaan, dan yang 
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paling penting ada/ah sesuai dengan perbuatannya. Jadi seorang 
atasan jangan mengharapkan kedisiplinan jilca ia sendiri be/um 
bisa melakukannya. " (Hasi/ wawancara tangga/, 6 September 
2017) 

Dari basil wawancara tersebut diperoleh bahwa ketegasan dan 

keteladanan merupakan kunci yang harus dimiliki seorang atasan atau 

pimpinan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, bagaima bisa 

seorang atasan mengharapkan kedisiplinan pada bawahannya jika 

temyata atasan tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi orang yang 

dipimpinnya. Atasan harus menyadari bahwa perilakunya akan 

menjadi contoh dan diteladani oleh bawahannya. Hal inilah yang 

mengharuskan seorang pemimpin merniliki kedisiplinan yang baik, 

karena setiap pekerjaan yang dilak:ukan oleh bawahannya merupakan 

bagian dari tanggungjawabnya. 

2) Faktor-faktor yang mendukung 

Adapun faktor sebagai pendukung terhadap implementasi 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil baik internal maupun eksternal yang 

berperan dalarn memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan 

implementasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian 

Agama Kabupatcn Malinau. Sebagaimana telah disampaibn oleh 

beberapa inJOrman sebagai berikut : 

Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Malinau: 

" ... bahwa yang menjadi jGklor pendukung dalam pelaksanaan 
serta peningkatan disiplin pegawai adalah adanya aturan yang 
je/as, yang menf?atur hak, kewajihan dan /arangan bagi Pegawai 
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Negeri Sipil sebagaimana yang amanahkan o/eh Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil, dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Agama 
Nomor 45 Tahun 2015 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai 

Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Agama, serta didukung 
dengan mesin absen elektronik, inilah merupakan faktor yang 
sangat mendukung dalam penegakkan disiplin terhadap pegawai 
kami." (Hasil Wawancara tangga/21 Agustus 2017) 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Malinau didapatkan informasi bahwa faktor-faktor 

pendukung Tmplementasi selain Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 20 I 0, juga didukung oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 45 

Tahun 2015 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau 

adalah telah tesedianya sarana dan prasarana pembinaan kedisiplinan 

Pegawai Negeri Sipil yang telah cukup lengkap dan berfungsi secara 

optimal. Secara internal, pembinaan melalui sosialisasi selalu 

dilakukan seperti pada saat pelaksanaan ape! pagi berkenaan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2015 

tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan 

Kementcrian Agama yang merupakan faktor yang sangat mendukung 

dalam penegakkan disiplin. Scmentara Menurut Kepala Subbag Tata 

Usaha Kantor Kemcnterian Agama Kabupaten Malinau : 

" .. faktor pendukung dalam pelaksanaan serta peningkatan 
disiplin pegawai yaitu Ielah terpenuhinya sarana dan prasarana 
di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Secara 
internal pemberian reward at au penghargaan bagi pegawai yang 
memiliki tingkat di.siplin yang tinggi merupakan salah satu faktor 
yang mendorong dalam implementasi Peraturan Pemerintah 
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Nomor 53 Tahun 2010 dalam rangka penegakan disiplin Pegawai 

Negeri Sipi/" (Basil wawancara tanggal, 21 Agustus 2017). 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Subbag Tata Usaha Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau didapatkan infonnasi bahwa 

faktor-fak.tor pendukung Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 

53 Tahun 20 I 0 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau 

adalah telah terpenuhinya sarana pendukung kedisiplinan pegawai 

pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Secara internal, 

pemberian reward atau penghargaan bagi pegawai yang memiliki 

tingkat disiplin yang tinggi merupakan salah satu faktor yang 

mendorong dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 dalam rangk:a penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan pengembang pegawai : 

" ... menurut saya sarana yang memadai berupa peralatan kerja 
yang digunakan seperti komputer dan laptop, adanya kendaraan 
dinas, motivasi dari atasan, pembinaan kedisp/inan melalui ape/ 
pagi, dan yang terpenting adalah adanya lunjangan kinerja 
pegawai. "(Hasil wawancara tangga/ 22 Agustus 2017). 

Dari hasil wawancara dengan pengembang pegawai Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau didapatkan infonnasi bahwa 

faktor-faktor pendukung Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 

53 Tahun 2010 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau 

adalah telah lengkapnya sarana dan prasarana pendukung kedisiplinan 

pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau. 

Secara internal, pembinaan kedisiplinan yang dilakukan secara aktif 

melalui ape! pagi, motivasi, dan yang tidak kalah pentingnya adanya 
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tunjangan kinerja bagi pegawai yang merupakan faktor penting dan 

mendukung bagi tegaknya kedisiplinan pada Kantor Kementerian 

Agarna Kabupaten Malinau. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada faktor-faktor yang 

mendukung dalam implementasi kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, dan berdasarkan 

data yang diperoleh penulis melalui proses wawancara, oservasi diketahui 

bahwa faktor-faktor yang mendukung dalam implementasi kebijakan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Malinau adalah: pertama, adanya peraturan yang jelas yang 

mengatur kewajiban dan larangan berkenaan dengan disiplin Pegawai 

Negeri Sipil. kedua, kelengkapan sarana dan prasarana kantor yang 

lengkap dalam menunjang penegakkan disiplin pada Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Malinau. ketiga, adalah pembinaan Sumber Daya 

Manusia dalam hal ini pernbinaan melalui sosialisasi secara berkelanjutan 

kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Malinau. keempat, adalah pemberian Penghargaan atau Reward 

bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tingkat disiplin yang tinggi. 

kelima, adanya balas jasa yaitu gaji dan tunjangan kinerja pegawai. 

d. Pembahasan. 

Untuk memecahkan pennasalahan dalam penelitian ini, maka 

gambaran umum dari Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, pcrlu untuk 

dikaji dan diteliti, ditelusuri dan dicarikan data-datanya. Sebagaimana kita 
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ketahui bahwa apakah yang menjadi landasan dari penegak:an dan 

penerapan Disiplin Pegawai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Malinau, jawabannya tentu didasarkan dari basil 

penelusuran data dan dokumen yang ada dan diketahui dalarn penegakan 

disiplin pegawai negeri sipil di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Malinau. 

1) lmplemetasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Didasarkan kepada peraturan 

ini, diantaranya membahas disiplin kerja pegawai mengenai 

penggunaan waktu secara efektif, ketaatan terhadap peraturan, dan 

tanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan menggunakan 

teori yang dikemukakan Van Meter dan Van Hom (dalarn Winarno, 

2016) dimana variabel yang dilihat adalah standar dan tujuan 

kebijakan, sumber daya, ciri-ciri atau karakteristik badan pelaksana, 

komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana, dan lingkungan 

ekonomi, sosial dan politik. Kaitannya dengan keenam aspek atau 

variabel tersebut, berdasarkan dari hasil observasi, wawancara dan 

data dokumen yang ada, dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

a) Standar dan tujuan kebijakan 

Adapun terhadap hasil penelitian yang telah disampaikan 

mengenai implementasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau berdasarkan analisis 

secara keseluruhan bahwa tujuan dari diimplementasikarmya 
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kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang diperkuat dengan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2015 mengenai 

Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil telah menjadi dasar bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Malinau untuk melak.sanakan tugas dan peketjaannya sesuai tugas 

dan fungsi masing-masing pegawai. 

Van Meter dan Van Horn dalam hal ini lebih menegaskan 

bahwa untuk mengukur kine:rja implementasi kebijakan tentunya 

sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah 

direlisasikan oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada 

dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan 

sasaran tersebut. Sementara Purjianta (2007) pada peneitian 

terdahuluaya lebih menekankan pada indikator makro, mikro dan 

sektoral, dalam keberhasilan penegakan disiplin Pegawai Negeri 

Sipil, yang meliputi peningkatan kedisiplinan pegawai, kuantitas 

dan kualitas pelayanan kepada publik. 

Selanjutnya terhadap stan dar keberhasilan dari 

diimplementasikannya peraturan tersebut di Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Malinau adalah seluruh pegawai menyadari 

bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara mempunyai tanggung jawab 

untuk berprilaku disiplin, dengan demikian sasaran kinerja pegawai 

yang telah dibuat diawal tahun yang dijadikan dasar dalam 

menjalankan tugas selama satu tahun kedepan dapat dilaksanakan 
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sesuai target yang dibuat oleh pegawai dan atasan langsungnya. 

Untuk mencapai kinerja yang optimal tentunya memerlukan 

tahapan-tahapan proses yang sistematis. Mahmudi, (2015:16) 

mengatakan bahwa tahapan-tahapan tersebut antara lain adalah : 

(a) Tahapan perencanaan. semua kegiatan harus didahului dengan 

adanya perencanaan, karena perencanaan merupakan kegiatan 

aktif terhadap masa depan yang bertujuan untuk 

memepengaruhi masa depan. Dalarn sisitem manajemen 

kinetja, perencanaan merupakan tahapan yang paling kristis. 

Perencanaan kinerja dilakukan pada tahap awal dari 

keseluruhan proses manajemen kinetja, dan indikator kinerja 

sebagai bentuk kontrak kinetja atau komitmen kinerja pegawai. 

Dalam tahap perencanaan kinerja antara appraiser dengan 

appraisee harus membuat kontrak kinerja untuk menetapkan 

kriteria kiner:ja untuk menilai kinetja appraisee. Penentuan 

kontrak kinerja yang baik membutuhkan partisipasi dari 

bawahan, tidak dengan model penentuan sepihak dari atas 

(top-down). Dalam kontrak kinerja tersebut diperlukan hal-hal 

mengenm: (1) akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh 

appraisee, dalam hal ini adalah tanggunng jawab dalam 

mencapai hasil kerja. (2) tujuan spesifik yang hendak dicapai, 

termasuk target kinerja yang hendak dicapai. (3) standar 

kinerja yang akan digunakan untuk mengevaluasi seberapa 

bagus appraisee mencapai tujuan dan target kinetja. (4) faktor-
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faktor kineija, kompetensi, atau prilaku yang akan 

mernpengaruhi proses kinerja. 

(b) Tahap pelaksanaan kinerja. Setelah tahap kontrak kinerja 

disepakati, maka tahap beriktunya adalah implementasi. Dalam 

tahap implementasi, manajer bertanggung jawab untuk 

melakukan pengorganisasian, pengkoordinasian, pengendalian, 

pendelegasian, dan pengarahan kepada bawahannya. 

Pengarahan dan pemberian umpan batik (feedback) atas kinerja 

staf merupakan kunci keberhasilan pencapaian tujuan kinetja. 

(c) Tahap penilaian kinerja. Untuk menentukan kesuksesan atau 

kegagalan kinerja appraisee, maka penilaian kinerja tersebut 

dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan 

organisasi telah dicapai. ldealnya, pengukuran kinerja tidak 

hanya dilakukan oleh manajer, namun bawahan hendaknya 

juga diberi peluang untuk menilai kinetjanya yang dilakukan 

oleh manajemya. 

(d) Tahap telaah kinerja. Untuk mengkaji kinerja maka sebaiknya 

manajer dan bawahan melakukan pertemuan guna berdiskusi 

dan membahas basil yang telah dicapai dan faktor-faktor 

kinerja yang mendukung pencapaian prestasi. 

(e) Tahap pembaruan. Tahap pembaruan merupakan tahap untuk 

merevisi tahap pertama, yaitu menetapkan kembali 

akuntabilitas kinerja yang harus dipenuhi oleh appraisee. 

merevisi tujuan, target kinerja, standar kinerja dan kriteria 
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kinerja. Untuk itu manajer perlu melakukan pembaruan tujuan 

dan action plans untuk menjaga agar organisasi tidak 

kehilangan arab perubahan. 

Sejalan dengan tahapan-tahapan di atas, George R. Terry 

(dalam Hasibuan, 2017:249) mengatakan: 

"Planning is the selecting and relating of facts and the making 
and using of assumptions regarding lhe future in the 
visualization and formulation of proposed activit ion believed 
necessary to achive desired result. " 
(perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan 
membuat serta penggunaan asumsi-asumsi mengenai masa yang 
akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan 
kegiatan-kegigatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang 
diinginkan) 

Dari hasil wawancara terdapat beberapa argumen responden 

yang sangat beragam antara satu dengan yang lain. Dari basil 

wawancara tersebut bahwa standar dan sasaran kebijakan dalam 

rangka implementasi PP 53 tahun 2010, menyatakan bahwa 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada ketentuan 

jam kerja dan melaksanakan tugas berdasarkan pada sasaran kerja 

pegawai yang telah disepakati bersama antara pegawai dengan 

atasan langsungnya serta untuk mengutarnakan pada pelayanan 

masyarakat. 

Dengan demikian bahwa untuk mewujudkan sasaran dan 

tujuan kebijakan yang telah ditentukan. maka Pegawai Negeri Sipil 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau memiliki 

kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan baik, dan dengan 

kesadaran yang dimiliki akan berdampak terhadap kincrja dalam 
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melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah direncanakan 

sebelumnya. 

b) Sumber daya 

Faktor pertama dan utama dalam mendukung keberhasilan 

dalam implementasi kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

adalab faktor Sumber daya maousia. Menurut Agustino (2008:142) 

tahapan-tahapan tertentu dari keseluruhan proses implementasi 

menuntut adanya sumber daya manusia yang berkaulitas sesuai 

dengao pekerjaao yaog dipersyaratkao oleh kebijakao yaog 

ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas 

dari sumber daya itu nihil, maka kineija kebijakan akan sui it untuk 

diharapkan. 

Mengacu pada sumber daya sesuai dengan data yang 

diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agarna 

Kabupaten Malinau sudah cukup bagus, ini terlihat dari adanya 

kesadaran dari pegawai dan adanya upaya untuk berprilaku disiplin 

kearah yaog lebih baik lagi. 

Menganalisis dari hasil wawancara dan data yang diperoleh 

secara keseluruhan maka penilaian atas dimensi sumber daya 

sebagaimana berikut: 

Pertama, apabila dilihat dari kesiapan Pegawai Negeri Sipil 

di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau terhadap 

pengimplementasian Disiplin Pegawai Negeri Sipil dirasa sudah 
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cukup baik, sudah menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas 

kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penub 

pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, walaupun ditengah 

kekurangan dan keterbatasan sumber daya manusia mereka tetap 

profesional dalarn melaksanakan tugas dan pekerjaan yang 

dipercayakan kepadanya. Ini semua tidak terlepas dari peran 

pimpinan/K.epala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau 

dan atasan langsung dari pegawai dimasing-masing seksi yang 

selalu memberikan motivasi terhadapa bawahannya dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

Wijaya, et.al (2015:25) mengatakan bahwa pemimpin harus 

memiliki sifat-sifat atau karakter sebagai berikut : 

(a) Mampu memberi semangat, memberi motivasi, kecemerlangan 

(smart), dan memberi energi kepada bawahannya; 

(b) Bertaqwa, percaya dan selalu sujud kepada Tuban, memiliki 

moral dan etika yang baik, memberikan contoh, tauladao, jujur, 

dan menjadi pedoman bagi para bawahannya; 

(c) Menyejukkan, menyenangkan, memberi kedamaian, dengan 

wajah berseri-seri kertika berhadapan dengan bawahannya; 

(d) Berani, bertindak adil, tetap tegak dan tegas tanpa pandang 

bulu dalam menyelesaiakan suatu persoalan, khususnya 

berkaitan dengan kejahatan; 

(e) Memiliki wawasan yang luas, memiliki visi yang jauh 

kedepan, mampu menyelesaikan berbagai persoalan secara 
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bijaksana, dengan terlebih dahulu menganalisanya dari 

berbagai aspek; 

(f) Mempunyai prinsip yang kuat, sabar, tenang, memiliki budi 

pekerti yang suci, dan mampu menjadi sumber kehidupan bagi 

bawahannya; 

(g) Melakukan tindakan secara cermat dan teliti, mengambil 

keputusan secara hati-hati, mau turun kelapangan, masuk dan 

bergaul, serta memahami dengan baik para bawahannya; 

(h) Berwibawa, disegani, memancarkan aura positif, memiliki 

kepribadian berkelimpahan, selalu ingin memberi dan 

melayani, mampu mengendalikan diri, dan menjadi acuan bagi 

para bawahannya. 

Sementara Sri Murtiningsih (2012) dalam penelitian 

terdahulu mengemukakan bahwa yang menyebabkan suatu 

kebijakan tidak optimal dalam implementasinya disebabkan adanya 

beberapa faktor yaitu: I) kurangnya komitmen dari pimpinan dalam 

mendisiplinkan pegawai dilingkungan unit ketjanya; 2) kurangnya 

kesejahteraan pegawai karena kondisi ekonomi keluarga dari 

pegawai sehingga pegawat mencoba mencan tamabahan 

penghasilan diluar; 3) kurangnya desiminasi/penyebaran informasi 

tentang subsatansi kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil 

sehingga implementasi kebijakan kurang efektif. 

Berdasarkan ulasan di atas jelas bahwa pemimpin yang baik 

adalah orang yang mempergunakan wewenang dan 
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kepemimpinannya untuk dapat mengarahk:an orang lain agar mau 

beketja sama. memiliki sikap tegas dan rasional, bertindak 

konsisten dan berlaku adil dan jujur serta tanggung jawab atas 

peketjaan yang dilakukan oleh bawahannya untuk mencapai tujuan 

yang diingink:an organisasi. 

Kedua, dukungan berupa dana guna menunjang Implementasi 

Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil bersumber dari APBN 

melalui anggaran DIPA Satker Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Malinau, baik berupa kegiatan untuk pembinaan dalam 

rangka memberikan pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maupun dana 

berupa Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diberikan 

dalam rangka menlll\iang kinerja pegawai yang dibayarkan 

berdasarkan tingkat kehadiran dan kedisiplinan Pegawai Negeri 

Sipil dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai aparatur 

negara. 

Ketiga, sarana dan prasaran yang ada pada Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau sudah memadai jika 

dilihat dari peralatan kerja yang digunakan seperti komputer, 

laptop, mej~ kursi dan sebagainya. Begitu pula dengan absensi 

elektronik, dengan absen finger print ini maka kehadiran pegawai 

di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau sudah terekam, 

namun dari segi gedung dan bangunan belum prosentatif untuk 

digunakan, tidak adanya ruang tunggu yang bisa digunakan oleh 
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masyarakat dalam berurusan sehingga kadang harus berjejal 

diruang kerja, hal ini membuat ketidaknyamanan masyarakat yang 

berurusan dan juga pegawai yang sedang bekerja, sehingga kadang 

untuk memberikan kenyamanan dalam pelayanan, pegawai harus 

mengalah untuk mempersilahkan masyarakat yang berurusan untuk 

duduk dikursinya, hal ini yang dirasakan sebagai salah satu 

penghambat dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya 

c) Komunikasi an tar organisasi 

Berdasarkan analisis dari hasil wawancara atas penilaian 

dimensi komunikasi antar organisasi menunjuk pada mekanisme 

prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan 

program. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya 

saling dukung antar institusi yang saling berkaitan dengan 

programlkebijakan adalah sebagai berikut : 

Pertama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau 

telah melakukan komunikasi yang intens dengan unit kerja di 

bawahnya seperti KUA kecamatan, lembaga pendidikan, seperti 

sekolah dan madrasah, dalam rangka melakukan fungsi 

pengawasan terhadap kedisipilanan pegawai yang ditempatkan 

pada lembaga pendidikan tersebut. 

Kedua, motivasi yang dilakukan Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Malinau adalah dalam rangka membangkitkan semangat 

dan disiplin kerja pegawai. Wijawa, et.all (2015:113) menyebutkan 

bahwa seorang pimpinan yang memahami dan menggunakan 
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motivasi secara baik dan tepat akan mendapat manfaat antara lain: 

(I) Dengan motivasi akan mendorong timbulnya tingkab laku atau 

perbuatan yang positif pada diri karyawan. Bawaban akan melihat 

pemimpinnya sebagai figur yang patut diteladani. Dengan motivasi 

ini ak.an timbul suatu perbuatan, misalnya karyawan mau rajin 

bekerja. (2) Motivasi bennanfaat untuk mengarabkan perbuatan 

karyawan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. 

d) Karakteristik agen pelaksana 

Van Meter dan Van Hom ( dalam Kertya Witaradya, 20 17) 

yang penulis ambil dari situs Web: htt;ps://kertyawitaradya. 

wordpress.cornl menjelaskan bahwa kinerja implementasi 

kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok 

dengan para agen pelaksananya. Sementara itu terkait dengan 

struktur birokrasi Edwar III ( dalam Dwiyanto, 2009) menjelasakan 

bahwa seberapa jauh rentang kendali antara pucuk pimpinan dan 

bawahan dalam struktur organisasi pelak.sana, artinya semakin jauh 

rentang kendali yang dimunculkan maka semakin rumit, birokratis 

dan lambat untuk merespon perkembangan program. 

Kantor Kementerian Agama Kabuapaten Malinau sebagai 

agen pelaksana dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil, maka basil dari penilaian atas dimensi 

Karakteristik Agen Pelaksana adalab sebagai berikut : 

Pertama, lmplementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau sudah 
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sesuai sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku, peran atasan 

langsung menjadi begitu penting dan menjadi penentu di dalam 

merumuskan dilaksanakannya suatu kebijakan. 

Kedua, mekanisme dalam rangka penjatuhan sanksi yang 

diberikan terhadap pegawai yang belum mentaati Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan prosedur yang diawali 

dengan adanya teguran lisan dari atasannya langsung secara 

bertahap kepada pegawai yang tidak mentaati aturan disiplin sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

Pemberian hukuman disiplin dilakukan secara berjenjang 

oleh atasan langsung masing-masing sebagaimana ditegaskan 

dalam pasal 15 sampai pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010. Bahkan apabila atasan langsung sebagai pejabat yang 

berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin 

kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka pejahat 

tersebutlah yang dijatuhi hukunum disiplin oleh atasannya. Namun 

kenyataan dilapangan berdasarkan basil wawancara dengan 

beberapa informan ditemukan bahwa hal ini belum dilaksanakan 

sepenuhnya sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan 

Pemerintah tersebut, karena masih ditemukan oknum pegawai yang 

belum mematuhi jam kerja pegawai berdasarkan Peraturan 

Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
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Sipil dan PMA 45 tahun 2015 tentang disiplin kehadiran PNS 

dilingkungan Kementerian Agama. 

Hasil wawancara diperoleh infonnasi bahwa sebenamya sudah 

beijalan namun dalam menegakkan tindakan disiplin yang tepat 

atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau 

pelanggaran terhadap aturan perilaku belum sepennhnya beijalan 

karena hai ini masih saja ada oknum pegawai yang belum 

mematuhi sesuai aturan yang berlaku. yang tak kalah pentingnya 

menurut peneliti bahwa dalam penegakan disiplin sebenamya 

bagaimana agar atasan bisa menjadi role mode bagi para 

bawahannya. Atasan dituntut untuk memberikan keteladanan 

pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi 

pemerintah, dengan demikian bawahan mempunyai anutan dalam 

penegakan disiplin yang beretika. 

Bila atasan sudah menyusun dan menerapkan aturan perilaku, 

serta memberikan keteladanan dalam penegakan aturan tersebut, 

namun bawahan tetap saja 'ngeyel" dan melakukan pelanggaran 

disiplin baik. dalam bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS 

yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan 

ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam mauptm di 

luar jam keija, maka penegakan disiplin dalam bentuk pemberian 

hukuman disiplin merupakan hal yang tak terhindarkan. 

Pemberian huk.uman disiplin dilakukan secara berjenjang oleh 

atasan langsWig masing-masing sebagaimana ditegaskan dalam 
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pasal IS sampai pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010. Bahkan apabila atasan laogsung sebagai pejabat yang 

berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin 

kepada PNS yaog melakukan pelanggaran disiplin, maka pejabat 

tersebutlah yang dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. 

Sehingga dengan demikian atasan langsung dapat benar-benar 

menerapkan sesuai ketentuan yang berlaku sebagairnana 

diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010. 

Ketiga, Pegawai Negeri Sipil Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Malinau memiliki komitrnen dalam melaksanakan Zona 

lntegritas dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih Melayani khusunya dalam hal pencegahan korupsi 

dan peningk:atan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu 

wujud kedisiplinan. 

e) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik 

Kondisi ekonomi, sosial dan politik sedikit banyaknya turut 

mendorong keberhasilan dalam penilaian kinerja implementasi 

kebijakan terhadap kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kaotor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Dari basil wawancara 

dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau 

bahwa pada dasarnya kondisi ekonomi, sosial dan politik berjalan 

secara normal tanpa adanya hambatan yang berarti, Peningkatan 

kesejahteraan pegawai baik berupa tunjangan kinerja pegawai, 

tunjangan profesi bagi guru merupakan faktor yang mempengaruhi 
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peningk:atan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, dengan adanya 

tunjangan kineija menambah semangat kerja pegawai, karena 

adanya tunjangan kinelja berdampak pada kesejahteraan hldup 

pegawai, adapun konsekwensi dari tunjangan kinerja tersebut yakni 

bagi pegawai yang malas dan melanggar aturan disiplin terutama 

tingkat kehadirannya yang tidak sesuai dengan aturan jam kelja, 

maka tunjangan kinerjanya akan dikurangi sesuai aturan yang 

berlaku. Adapun terkait dengan politik, sebagaimana telah 

disampaik.an oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Malinau bahwa sesuai aturan yang berlaku pegawai dilarang untuk 

terlibat dalam politik praktis, dan hal ini dapat dijalankan oleh 

pegawai dengan menjaga netralitasnya sebagai pegawai untuk tidak 

memihak calon-calon Kepala Daerah!Wakil Kepala Daerah yang 

berlaga pada Pilkada Kabupaten Malinau, hal ini sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010, pada Bah II pasal 4 

butir 15 terkait larangan PNS yaitu: setiap PNS dilaranga 

memberikan dukungan kepada caJon Kepala Daerah!Wakil Kepala 

Daerah dengan cara : a) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk 

mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b) 

Menggunakan pasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan 

kampanye; c) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang 

menguntnngkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama 

masa kampanye; d) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada 

keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta 
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pemilu, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, 

ajakan, himbauan, seruan, atau memberikan barang kepada PNS 

dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan rnasyarakat. 

Dengan demikian bahwa kondisi politik tidak mempengaruhi atau 

membawa dampak terhadap kinetja pegawai Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Malinau. 

f) Sikap para pelaksana 

Sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam 

implementasi kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Kecenderungan

kecenderungan pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan dari 

implementasi kebijakan publik. bahwa keberhasilan implementasi 

kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku 

kebijakan (imp/ementors) mengetahui apa yang harus dilakukan 

dan marnpu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh karnauan 

para pelaku kebijakan dan memiliki disposisi yang kuat terhadap 

kebijakan yang sedang diimplementasikan. Sebagaimana menurut 

Van- Meter dan Van Hom yang merinci kedalam tiga macam 

elemen respon yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan 

untuk melaksanakan suatu kebijakan, yaitu pengetahuan 

(cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and 

understanding) terhadap kebijakan; arah respons mereka apakah 

menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and 

rejection); intensitas terhadap kebijakan. 
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Sesuai basil wawancara dengan beberapa responden di 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau bahwa hubungan 

yang saling terkait dan kompleks di atas masih terjadi dalam ranah 

implementasi kebijakan seperti: 

Pertama, pemahaman Pegawai Negeri Sipil di Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau terhadap implementasi 

kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dirasa masih kurang, 

namun usaha yang dilakukan untuk membangkitkan kesadaran 

pegawai untuk berprilaku disiplin sudah cukup maksimal, ini 

terlihat melalui kegiatan sosialisasi yang disampaikan pada saat 

ape! pagi. 

Kedua, dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan belum 

sepenuhnya mengacu pada Sasaran Kerja Pegawai di dibuat diawal 

tahun untuk dapat dilaksanakan pada tahun beJjalan yang 

digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja pegawai, dan 

tidak semua pegawai memiliki SOP sehingga sulit untuk mengukur 

waktu dan prosedur dalam melakukan pekerjaan. Untuk itu maka 

diperlukan ketegasan dari pimpinan dalam implementasi untuk. 

memebrikan penekanan sehingga setiap pegawai harus memiliki 

dan bekerja sesuai SOP yang sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing sebagai legalitas formal dalam 

melaksanakan pekerjaan. 
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2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kementerian Agama 
Kanupaten Malinau 

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas pada basil penelitian, 

bahwa faktor pendukung maupun pengbambat baik internal maupun 

ekstemal dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama K.abupaten 

Malinau yang berdasarkan basil penelitian dilapangan. Dari basil 

penelitian ini kemudian penulis mencoba menganalisa secara deskriftif 

kualitatif, sebagai berikut : 

1) Faktor penghambat disiplin Pegawai Pegawai Negeri Sipil. 

Dalam penerapan implementasi kebijakan Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama dipengaruhi oleb 

adanya faktor pengbambat dalam implementasinya yang ditemukan 

sebagaimana hasil penelitian yaitu: 

(a) Sumber daya. Sesuai dari basil pembahasan dan pengamatan 

dilapangan yang menjadi permasalahan sehingga berpengaruh 

terhadap kinerja yakni: Pertama. Sumber daya manusianya 

atau pelaksana kebijakan yang berada di Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Malinau. Mengapa demikian, karena masih 

kurangnya kesadaran sebagian pegawai dalam menerapkan 

keseluruhan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, hal ini dapat terlihat dari 

masih adanya pelanggaran khususnya di bagian penggunaan 

jam aktif kantor yang telah ditentukan. Kedua, Terbatasnya 
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SDM Pegawai Negeri Sipil mempengaruhi implementasi 

disiplin Pegawai Negeri Sipil, keterbatasan SDM berarti 

memanfaatkan tenaga yang ada dalarn melaksanakan pekerjaan 

dengan cara terpaksa, karena memposisikan pegawai tidak 

sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh pegawai, 

sehingga dengan alasan keterbatasan dan tuntutan organisasi 

maka harus dilaksanakan, maka secara umum dapat dikatakan 

bahwa sumber daya yang tersedia di Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Malinau merupakan faktor yang 

mempengaruhi dalam mengimplementasikan kebijakan. 

Ketiga, jarak tempuh yang jauh antara domisili pegawai 

dengan kantor juga mempengaruhi terhadap kedisiplinan 

pegawai dikarenakan pegawai tersebut akan terkendala jika 

cuaca kurang mendukung untuk sampai dikantor tepat waktu. 

Keempat, Selain sumber daya pelaksana, ketersediaan sumber 

daya fisik seperti gedung kantor yang saat ini kurang 

prosentatif karena banyak terjadi retakan yang diakibatkan 

oleh alam, serta ruang pada masing-masing seksi yang kecil 

yang dirasakan kurang nyaman dalam memberikan pelayanan, 

serta belum adanya ruang tunggu pelayanan bagi masyarakat. 

Kelima, adanya: kerusakan atau error system absensi tentu hal 

ini menjadi kendala dalam implementasi kebijakan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil tersebut, karena dengan absen manual 

menurut penjelasan dari pengelola absensi Kantor Kementerian 
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Agama Kabupaten Malinau keabsahan datanya masih 

diragukan dikarenakan pegawai yang bersangkutan yang 

melakukannya sendiri. 

(b) Budaya Kerja. Sesuai basil dilapangan yang penulis amati 

bahwa budaya kelja mempengaruhi terhadap kineija, Faktor ini 

perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga dikategorikan 

sebagai permasalahan, lemahnya budaya kerja didasarkan oleh 

atas kepentingan individu yang mempunyai motivasi yang 

berbeda dalam setiap kegiatan. Hubungannya dengan k.inerja, 

dikarenakan budaya kerja yang kuraog kondusif yang 

dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang dirasakan bersikap 

toleran terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran disiplin 

Pegawai Negeri Sipil. sementara dalam sistem kepegawaian 

yang lebih menekankan pada isi peraturan yang pasti dalam 

tugas namun dalam aplik.asinya masih terhalang oleh 

mekanisme yang belum optimal karena faktor budaya kerja 

masing-masing dari individu pegawai. Pengaruh yang 

sigoifikan antara lingkungan kerja dengan penyelenggara 

pemerintahan yang terjadi pada Kantor Kementerian Agarna 

Kabupaten Malinau dalam arti adanya kecenderungan pegawai 

untuk membiarkan terjadinya pelanggaran karena mereka 

menganggap bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang 

masih dapat di tolelir oleh atasan. Untuk itu diperlukan adanya 

ketegasan dari seorang pemimpin dalam menerapkan aturan 
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kedisiplinan. Menurut Thoha (2016:43) bahwa untuk membina 

pegawai negeri sipil yang demikian itu, antara lain diperlukan 

adanya peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok 

kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak 

ditaati, dan atau larangan dilanggar. Jadi dengan demikian 

atasan langsung atau pimpinan harus memiliki sikap tegas 

untuk tidak memberikan toleransi terhadap siapapun yang 

melanggar aturan dan kebijakan yang telah diterapkan, 

(c) Sistem pengawasan. Pengawasan sangat diperlukan dalam 

rangka pendisipinan pegawai negeri sipil pada Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau, dan dalam 

pelaksanaannya dilapangan berdasarkan basil wawancara dan 

observasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau 

bahwa pengawasan melekat masih terkesan bersifat permisif 

dan masih terdapat keragu-raguan dalam penegakan hukum 

terhadap adanya indisipliner yang dilakukan pegawai, 

dikarenakan antara fungsi penerapan huk.um dengan perbuatan 

pegawai yang melanggar peraturan terdapat pengawasan yang 

kurang, hal ini disebabkan karena kurang responnya aparatur 

sipil negera terhadap sanksi yang disebabkan dari kurangnya 

pengawasan dari atasan langsungnya dan seolah membiarkan 

pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu pemimpin harus 

menjadi contoh yang baik, jangan sampai ketika seorang 

pemimpin berbicara kedisiplinan kepada bawaharmya, justru 
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menjadi burnerang terhadap dirinya. Menurut Badeni, 

(2014:177) bahwa sumber kekuasaan yang dimiliki seorang 

pemimpin adalah kemampuan yang dimiliki untuk 

menggunakannya. Unlnk itulah ketegasan dalam rangka 

pengawasan sangat diperlukan bagi seorang pemimpin dalam 

peningkatan kedisiplinan bagi aparatur sipil yang menjadi 

tanggung jawabnya termasuk dalam hal pemberian sanksi 

tegas bagi pegawai yang melakukan indisipliner. 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau dalam 

melakukan pengawasan sebenarnya memiliki dua sistem 

pengawasan yakni pengawasan melekat dan pengawasan 

fungsional. Dalam pengawasan melekat, sebagaimana 

pengawasan yang dilakukan langsnng oleh atasan pegawai 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, dan 

pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Kalimantan Utara, namun dalam 

kenyataannya dilapangan pengawasan yang dilakukan oleh 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi lebih berfokus 

kepada pengawasan yang bersifat rutin terkait pelaksanaan 

anggaran dan kegiatan didaerah sementara terkait dengan 

kinerja pegawai secara keseluruhan belum sepenuhnya 

tersentuh sehingga masih terbuka peluang bagi pegawai untuk 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan dengan 

Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010. Sementara untuk 
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pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan 

lnspektorat Jenderal Kementerian Agama Rl. Namun 

pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan yang bersifat 

audit, baik audit kinetja maupun audit keuangan, dan lebih 

difokuskan pada indikasi adanya tindak pidana korupsi. 

Namun demikian baik pengawasan melekat maupun 

pengawasan yang bersifat fungsional kedua-duanya adalah 

bentuk. pengawasan dalam rangka mendisiplinkan Pegawai 

Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Malinau agar dalam melaksakan pekerjaan harus sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan 

dilingkungan Kementerian Agama adalah berdasarkan pada 

PMA Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal 

sebagaimana pada pasal 3 menyebutkan bahwa pengawasan 

dilaknkan dengan sasaran untnk tercapainya; (I) tertib 

administrasi dan perbaikan manajemen; (2) penurunan segala 

bentuk penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; (3) 

kehematan, efesiensi, dan efektifitas dalam pengelolaan dan 

pendayagunaan sumber-sumber daya mencakup anggaran, 

personel, prasarana, dan sasaran dalam mewujudkan visi dan 

misi kernenterian agama. Maka kedua pengawasan ini barns 

benar benar diterapkan untuk menekan terhadap terjadi 

pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai baik 
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pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama 

Kabupaten, Kementerian Agama Provinsi, maupun 

pengawasan oleh lnspktoral Jenederal Kementerian Agama RI. 

2) Faktor pendukung displin Pegawai Negeri Sipil 

Adapun faktor pendukung dalam implementasi kebijakan 

disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan penelitian pada Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau. 

(a) Adanya aturan yang jelas. Aturan disiplin Pegawai Negeri 

Sipil yang jelas merupakan hal yang mendasar harus diketahui 

oleh seluruh pegawai dalam mentaati peraturan yang berlaku, 

maka pegawai akan lebih mudah dalam menjalankan dan 

mentaati aturan sehingga tujuan disiplin akan mudah tercapai. 

Faktor dari pembentukan disiplin pegawai adalah adannya 

peraturan yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan 

yang harus dipatuhi. Peraturan yang berkenaan dengan disiplin 

Pegawai Negeri Sipil merupakan· faktor pendukung dalam 

penegak.an disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau karena mengatur 

segala sesuatu yang dibutuhkan dalam implementasinya 

sehingga jelas antara hak dan kewajiban yang harus dijalankan 

dan dipatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil. 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin 

Pegawai Negeri Sipil, ini sesuai pula dengan Peraturan Menteri 

Agama Nomor 45 Tahun 2015 tentang Disiplin Kehadiran 
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Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Agama, 

sehingga mempertegas terhadap waktu kerja bagi pegawai 

Kementerian Agama yang merupakan faktor yang sangat 

mendukung dalam penegakkan disiplin secara keseluruhan 

untuk berpedoman kepada peraturan tersebut. Hail ini 

didukung dengan keseriusan Kepala Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Malinau dengan selalu melakukan 

sosialisasi melalui pelaksanaan apel pagi dan monitoring 

terhadap satker dibawalmya. 

(b) Faktor saran a dan prasarana. T ersedianya sarana dan 

prasaran pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau 

dalarn mengimplementasi kebijakan Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil, merupakan salah satu faktor penentu dalam penerapan 

kedisiplinan pegawai, dengan adanya sarana dan prasarana 

yang memadai tentunya dapat meningkatkan kedisiplinan, 

sarana dan prasarana dimaksud berupa pasilitas pendukung 

yang memadai, seperti finger print, laptop, kumputer, printer, 

internet, kendaraa dinas, yang merupakan modal awal bagi 

pembentukan pegawai negeri sipil yang berjiwa disiplin yang 

tinggi serta taat pada tanggung jawab yang diberikan. Oleh 

karena itu sarana dan prasarana memliki peran yang sangat 

penting di dalarn pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai tersebut 

maka akan sulit bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
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Malinau untuk menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana pada pasal 3 angka 11 dari Peraturan Penerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Peningkatan sarana dan prasarana tersebut menurut Kepala 

Kantor Kementerian Agama Kabupatan Malinau harus diikuti 

dengan peningkatan mutu pelayanan yang didukung dengan 

peningk:atan disiplin, ketaatan dan kepedulian kepada 

ketentuan peraturan perundang undangan melalui pembinaan 

dan pengawasan kepada seluruh aparatur. Untuk peningkatan 

aparatur tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Malinau meminta kepada seluruh atasan langsung 

pegawa1 
. . 

masmg-masmg untuk lebih meningkatkan 

pengawasan, karena pengawasan langsung bersifat melekat 

pada atasan langsungnya, hal ini lah yang belum di pahami 

sepenuhnya oleh pegawai. 

(c) Faktor balas jasa. Kedisiplinan pegawai dilingk:ungan Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau tentunya tidak akan 

dapat tercapai dengan sendirinya, tetapi tentu selalu ada faktor 

yang melatar belakanginya, adapun faktor-faktor tersebut 

sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Malinau antara lain adanya aturan yang 

mengatur dengan jelas. perasaan suka atau senang, perasaan ini 

dapat muncul ketika pegawai mendapatkan reword dari 

prestasi kerjanya. Apa yang dilakukan oleh Kantor 
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Kementerian Agama Kabupaten Malinau sebenarnya sudah 

berjalan dengan baik yakni dengan memotivasi pegawainya 

untuk bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga bisa mencapai 

basil yang optimal. Adapun balas jasa yang diberikan berupa 

reword, ini merupakan suatu motivasi yang kuat dalam 

meningkatkan kedisiplinan ketja maupun kinerja pegawai 

secara umum. Balas jasa yang dimaksud adalah berupa upah 

atau gaji serta adanya remunerasi atau tunjangan kinerja yang 

diterima Pegawai Negeri Sipil Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Malinau sehingga dapat hidup layak, dan adanya 

ketenangan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan balas jasa 

tersebut akan menumbuhkan rasa tanggung jawab serta akan 

memunculkan sikap yang patuh terhadap peraturan yang ada. 

Adapun faktorfaktor penghambat dan pendukung dalam 

implementasi kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau dapat dilihat pada matrik 

berikut: 
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Matrik 4.1 
Faktor penghambat dan pendukung 

Implementasi Kebijakan Disiplin PNS 

Faktor Penghambat Faktor Pendukung 

1. Sumber daya. Terdiri dari : I. Adanya aturan yangjelas. 
• Kurangnya kesadaran • Peraturan Pemerintah 

pegawai dalam menerapkan Nomor 53 Tabun 2010 
peraturan. tentang Disiplin Pegawai 

• Keterbatasan SDM Negeri Sipil. 

• Kerusakan atau error • Peraturan Menteri Agama 
system absensi Nomor 45 Tahun 2015 

• Prasarana gedung yang tentang disiplin kehadiran 

kurang prosentatif Pegawai Negeri Sipil 

• Tempat tinggal yang jauh dilingkungan Kementerian 
Agama. 

2. Budaya kelja. 2. Sarana dan prasarana 

• Adanya kepentingan • F asilitas yang memadai 
individu • Adanyafinger print 

• Adanya kecenderungan • Suasana 
pegawai untuk membiarkan 
teriadinva pelanggaran. 

3. Sistem pengawasan. 3. Balas jasa. Berupa : 

• Adanya sifat permisif dalam • Motivasi berupa Reword 
penegakan hukum terhadap atas prestasi ketja 
adanya indisipliner yang • Gaji dan tunjangan 
dilakukan pegawai kinerja. 

• Kurang responnya aparatur 
sipil negera terhadap sanksi 
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Berdasarkan basil penelitian dan pembahasan terhadap pelaksanaan 

implementasi kebijakan disiplin pegawai negeri sipil pada Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Malinau dengan mengacu pada 6 (enam) varabel yang 

dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dapat disimpulkan bahwa : 

1. Implementasi Kebijakan Disiplin PNS di Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Malinau belum berjalan secara efektif hal ini ditunjukkan: 

pertama, masih tetjadinya pelanggaran disiplin oleh pegawai terutama 

terhadap ketentuan jam ke~a pegawai; kedua, kurangnya Surnher Daya 

Manusia dalam mengimplementasikan kebijakan disiplin; ketiga, peran atasan 

langsung pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan disiplin PNS 

belum berjalan secara maksimal terutama pemberian sanksi indisipliner; 

keempat, kurangnya pemahaman PNS terhadap kebijakan Peraturan 

Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan 

disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Malinau, didapatkan infonnasi bahwa : 

a. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Disiplin PNS. 

Pertama, Somber daya, terdiri dari: a) Ketersediaan sumber daya 

manusia mengakibatkan pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan 

disiplin ilmu yang dimiliki pegawai; b) Domisili pegawai yang jauh; c) 

Kerusakan atau error pada sistem absensi. Kedua, Budaya kerja. yakni 
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adanya sikap yang toleran terhadap adanya pelaoggaran-pelanggaran 

disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dan adanya 

kecenderungan pegawai untuk. membiarkan terjadinya pelanggaran karena 

roenganggap perbuatan tersebut masih dapat ditolelir oleh atasan. Ketiga, 

Sistem Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan belum maksimal dan 

tergolong lemah hal ini terlihat dalarn penegakan hukum terhadap adanya 

pegawat yang indisipliner, sehingga menyebabkan kurangnya respon 

pegawat negeri sipil terhadap sanksi yang disebabkan dari kurangnya 

pengawasan baik pengawasan melekat oleh atasan langsung pegawai 

maupun pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal Kementerian 

Agarna Rl. 

b. Faktor Pendukung Kebijakan Disiplin PNS. 

Pertama, adanya aturan yang jelas sebagai pegangan atau dasar 

dalam mengimplementasikan kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil 

sehingga tujuan disiplin dapat tercapai; Kedua, adanya sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan 

disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa adanya pasilitas pendukung dalarn 

melaksanakan pekerjaan, finger print, komputer, laptop, internet, dsb.; 

Ketiga, adanya balas jasa terhadap prestasi kerja pegawai, baik berupa 

pemberian Penghargaan atau Reward, adanya gaji dan tWljangan kinerja. 

sehingga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pegawai untuk dapat 

berbuat yang lebih baik lagi. 
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B. Saran 

Berdasarkan basil penelitian dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat 

dipertimbangkan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Disipilin Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau 

sebagai masukan sebagai berikut : 

1. Perkuat komitmen seluruh pegawai termasuk atasan langsungnya dalarn 

rangka menekankan pada peningkatan kesadaran pegawai sehingga dapat 

terwujud disiplin yang benar-benar twnbuh dari dalam diri setiap pegawai. 

serta penegakan dan penerapan sanksi atau hukuman dijalankan secara adil 

dan tegas terhadap semua pegawai dalam rangka peningkatan kedisiplinannya 

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 20 I 0. 

2. Berdasarkan faktor pendukung maupun faktor penghambat maka Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Malinau hendaknya: 

a. Faktor penghambat, untuk lebih mengoptimalkan Implementasi Disiplin 

PNS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau hendaknya: I) 

Mengikut sertakan pegawai pacta kegiatan kediklatan dalam rangka 

pengembangan dan peningkatan kompetensi sesuai dengan tugas dan 

pekerjaannya; 2) Menghilangkan budaya permisif dan penerapan aturan 

harus dijalankan; 3) Meningkatkan fungsi pengawasan, baik pengawasan 

melekat oleh atasan langsungnya maupun pengawasan fungsional oleh 

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Dan menindak tegas bagi 

atasan langsung yang tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap 

bawahannya. 
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b. Faktor pendukung, dalam rangka optimalisasi implementasi disiplin PNS 

maka : 1) Sosialisasi berupa kegiatan terhadap aturan disiplin PNS perlu 

ditingkatkan sehingga ada ruaug gerak dan dialog dalam penyampaian 

pendapat sehingga informasi bisa lebih jelas. 2) Perlu adauya peningkatan 

sarana berupa gedung dan bangunan yang prosentatif dalam rangk:a 

memberikan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat. 3) Pemberian 

motivasi dan Reword bagi PNS yang memiliki k.inerja baik, serta 

punishment bagi PNS yang indisipliner, sebagi wujud dari pembinaan 

pegawai. 
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Lampiran I. 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. lmplementasi Kebijakan Displin Pegawai Negeri Sipil pada Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Malinau 

I. Apakah tujuan dan standar diberlakukannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS? 

2. Bagaiaroakah melihat staodar keberhasilan dari diberlakukannya 
peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terhadap pegawai? 

3. Bagaimanakah kebijakan yang diterapkan oleh pimpinan terhadap 
pemanfaatan waktu keija? 

4. Bagaimanakah kebijakan yang dijalankan Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Malinau dalam hal pelayanan bagi masyarakat yang 
berurusan diwaktu jam istirahat? 

5. Apa sajakah yang menjadi dukungan sumber daya di Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Malinau dalam mengemplemetasikan 
kebijakan Disiplin Pegawai? 

6. Menurut Bapak apakah dalarn bekerja para pegawai sudah didukung 
dengan peralatan kerja yang memadai? 

7. Apakah dalam penempatan pegawai menurut Bapak sudah sesuai 
dengan disiplin ilmu yang dipersyaratkan dalam menduduki suatu 
jabatan.? 

8. Menurut Bapak apakah selama ini pegawai yang ditempatkan 
mengalami kendala dalam melaksanakan tugasnya? 

9. Bagaimana menurut Bapak apakah masyarakat merasa nyaman ketika 
berurusan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau? 

10. Bagaimana Kementerian Agama Kabupaten Malinau membangun 
komunikasi dalam mewujudkan kedisiplinan terhadap pegawai? 

11. Siapa sajakah yang bertanggung jawab untuk melakukan implementasi 
kebiajkan disiplin pegawai dilingkungan Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Malinau ini? 

12. Bagaimanakah prosedur yang dialakukan dalarn menaogani pegawai 
yang tidak mentaati peraturan disiplin? 

13. Bagaimana mekanisme sanksi yang diterapkan terhadap pegawai yang 
belwn mentaati peraturan disiplin? 

14. Apakah kondisi ekonomi, sosial dan politik ikut mempengaruhi dalam 
pengimplementasian kebiajakan disiplin pegawai dilingkungan Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Malinau ini ? 

15. Apakah pengimplementasian kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil 
ini sudah dipahami oleh seluruh pegawai dilingkungan Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Malinau? 

16. Menurut Bapak apakah peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil tru 
sudah disampaikan kepada seluruh pegawai ? 

17. Apakah ada acuan bagi pegawai sebelum melaksanakan pekerjaan? 
18. Untuk apakah sasaran keija dibuat oleh seluruh pegawai? 
19. Apakah ada standar operasional prosedur dalam melaksanakan setiap 

pckeijaan? 
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B. Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijkan Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil. 
l. Apakah penempatan pegawai sudah sesuai dengan bidang pekerjaanya? 
2. Apakah SDM menjadi kendala dalam mengimplementasikan kebijakan 

disiplin pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau? 
3. Menurut Bapak/Ibu apak:ah yang menjadi penghambat dalam penerapan 

kedisiplinan? 
4. Bagaimanakah cara Bapak mengkomunikasikan pesan disiplin kepada 

pegawai? 
5. Apakah pimpinan selalu menyampaikan kepada pegawai terhadap 

kebijakan disiplin PNS ini? 
6. Bagaimana menurut ibu/bapak terhadap pelaksanaan sanksi disiplin bagi 

pegawai yang melanggar aturan disiplin? 
7. Menurut bapak Apakah ada atasan yang membiarkan terhadap pegawai 

yang tidak mentaati peraturan disiplin? 
8. Bagaimanakah seharusnya sikap para pelaksana dalam 

mengimplementasikan disiplin PNS ini? 
9. Apakah yang menjadi faktor pendukung dalam pengimplementasian 

kebijakan disiplin PNS? 
10. Apakah ada penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang memilki 

prilaku disiplin yang baik? 
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Lampiran 2. 

TRANKRIF HASIL W AW ANCARA 
IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN DISIPLIN PEGA W Al NEGERI SIPIL 

PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALINAU 

Berdasarakan Variabel-variabel yang dikemukakan Van Meter dan Van Hom 
sebagai berikut : 

A. Implementasi Kebijakan D1siplin Pegawai Negen Sipil. 

No. Variabel Pertanyaan Jawaban 

I. Standar Apakah tujuan dan " ... seorang pegawai negeri, 
dan standar tentunya memiliki aturan yang horus 
sasaran diberlakukannya dija/ankan da/am me/aksanakan 
kebijakan Peraturan tugas dan pekerjaannya, karena 

Pemerintah Nomor pegawaz merupakan abdi negara 
53 Tahun2010 dan pelayan masyarakat, hal inilah 
tentang Disiplin menurut saya yang menjadi tujuan 
PNS? dari diberlakukannya Peraturan 

InfOrman: 
Kepala Kantor 
Kemenag Malinau 

Bagaiamakah 
melihat standar 
keberhasilan dari 
diberlakukannya 
peraturan 
pemerintah Nomor 
53 Tahun 2010 
terhadap pegawai? 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, 
agar seluruh pegawai untuk bisa 
berpri/aku disip/in dalam 
me/aksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya sebagai seorang PNS 
termasuk dalam mentaati ketentuan 
jam kerja. Sedangkan untuk 
standarisasi keberhasi/an Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 
ini ada/ah meningkatnya kesadaran 
PNS untuk berpri/aku disip/in, serta 
mampu melaksanakan tugas-tugas 
yang diberikan sesuai dengan 
sasaran kerja pegawai yang telah 
disepakati bersama antara pegawai 
dengan atasan langusungnya. " 
(Hasil wawancara tanggal, 14 Juli 
2017) 
" ... Menurut soya bahwa untuk 
melihat standar keberhasilan dari 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010, setidaknya dapat kita 
ketahui dari tingkat kehadiran 
pegaw01 di Kantor Kementerian 
Agama Kabupalen Ma/inau, 
berdasarkan data hasil dari print 
out pinger prinl apakah pegawai 
tersebut hadirnya tepa! waktu atau 
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In!Orman: 
Kasubbag Tala 
Usaba 

Bagaimanakab 
kebijakan yang 
diterapkan oleh 
pimpinan terhadap 
pemanfaatan waktu 
kerja? 

Jntorman: 
pen gem bang 
pegawru 
(StafTata Usaba) 

Bagaimanakah 
kebijakan yang 
dijalank:an Kantor 
Kementerian Agama 
Kabupaten Malinau 
dalam hal pelayanan 
bagi masyarakat 
yang berurusan 
diwaktujam 
istirahat? 
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malah sebaliknya ter/ambat masuk 
kantor, nah jilra terlambat berarti 
pegawai tersebut sudah me/akukan 
pe/anggaran disiplin artinya masuk 
kantor tidak tepat waktu sesuai jam 
keten/uan masuk dan pulang kerja. 
Padahal sesuai kentuan PMA Nomor 
45 Tahun 2015 tentang disiplin 
kehadiran Pegawai Negeri Sipil 
dilingkungan Kementerian Agama 
pada Pasal 3 ayat (2) menje/askan 
bahwa jam kerja dilaksanakan 
dengan ketentuan : a) Hari senin 
sampai dengan hari kamis hadir 
dari pukul 07.30 sampai dengan 
pukul 16.00, dengan waktu istirahat 
dari pukul 12. 00 sampai dengan 
pukul 13.00: dan b) Hari .fum 'at 
hadir dari pukul 07.30 sampai 
dengan pukul 16.30, dengan waktu 
istirahat dari pukul 11.30 sampai 
dengan pukul 13. 00. " (Hasi/ 
wawancara tangga/, 14 Ju/i 2017) 

" ... yang jelas disini Pak, pegawai 
memanfaatkan waktu kerja dalam 
melaksanakan pekerjaan kantor 
didasarkan pada peraturan yang 
ber/aku, dan bahkan kadang tidak 
jarang, saya sendiri sering melayani 
adanya masyarakat yang berurusan 
diluar waktu kerja pada saat jam 
istirahat /cantor, dan ini tetap kita 
/ayani sebagai salah satu bentuk 
pe/ayanan yang kita herikan." 
(Hasil Wawancara tanggal 19 Juli 
20/7) 

" ... memang keyataan dilapangan 
masih saja kita jumpai mayarakat 
yang berurusan pada jam-jam 
istirahat. Kan tidak mungkin kita 
mengabaikan pak, kita tetap harus 
memberikan pelayanan terbaik bagi 
masyarakat yang berurusan dalam 
hal pelayanan pendajiaran, 
pelayanan pemhatalan, pelayanan 
pelunasan BPIH dital!!:_~_-·herja/an, 
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karena hal ini merupakan kebijakan 
InfOrman: atasan yang harus kami 
KasiPHU jalankan. "(Hasil wawancara 

tanggal, 19 Juli 20 /7) 
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No. 

2. 

Variabel 

Sumber 
Daya 

Pertanyaan 

Apa sajakah yang 
menjadi dukungan 
sumber daya di 
Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten 
Malinau dalam 
mengemplemetasika 
n kebijakan Disiplin 
Pegawai? 

lnforman: 
Kepala Kantor 
Kemenag Malinau 

Menurut Bapak 
apakah dalam 
bekeija para pegawai 
sudah didukung 
dengan peralatan 
kerja yang memadai? 

In(orman: 
Pengembang 
Pegawai (bagian 
kepegawaian) 

Apakah dalam 
penempatan pegawai 
menurut Bapak 
sudah sesuai dengan 
disiplin ilmu yang 
dipersyaratkan 
dalam menduduki 
suatu jabatan.? 

In{Orman: 
Kepala Kantor 
Kemenag Malinau 

187 

Jawaban 

" ... bahwa implementasi kebijakan 
Disiplin PNS tidak akan berhasi/ 
dengan baik, jika tanpa adanya 
dukungan dari sumber daya manusia 
yang memadai, yang memi/iki 
integritas, profesionalitas, inovasi, 
tanggung jawab dan keteladanan 
yang merupakan budaya kerja 
Kementerian Agama. Dan 
alhamdulillah untuk fasilitas atau 
kelengkapan kerja pegawai saya 
rasa sudah tersedia dengan baik, 
seperti komputer, laptop, meja, kursi 
dan sebagainya, tinggal pegawainya 
saja lagi untuk dapat bekerja dan 
melaksanakan tugasnya dengan 
penuh tanggung jawab. " (Hasil 
wawancara, tam!f!a/24 Juli 2017) 
" ... Alhamdulillah Pak, disini kami 
bekerja dan melaksanakan tugas 
keseharian, kami sudah didukung 
dengan peralatan kerja yang 
memadai, namun peralatan yang 
memadai belum sepenuhnya 
didukung dengan SDM yang 
mumpuni, namun pegawai yang ada 
memiliki motivasi dan semangat 
kerja yang tinggi walaupun ada saja 
pegawai yang setiap hari harus 
dibimbing dan dikontrol oleh atasan 
dalam melaksanakan pekerjaannya. 
(Wawancara, tanggal 24 Juli 2017) 

" ... begini Pak, sehubungan dengan 
adanya moratorium penerimaan 
pegawai negeri malw sejak tahun 
2011 hingga saat ini Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten 
Ma/inau tidak ada menerima CPNS, 
sehingga sumber daya manusia 
da/am hal ini Pegawai Negeri Sipil 
Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Malinau masih 
kekurangan SDM, sementara untuk 
penempatan pegawai tidak semuanya 
sesuai demmn disiolin ilmu van~ 
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Menurut Bapak 
apakah selama ini 
pegawai yang 
ditempatkan 
mengalami kendala 
dalam melaksanakan 
tugasnya? 

Informan: 
Kasubbag Tata 
Usaha 

Dengan pertanyaan 
yang sama_ 

InfiJrman: 
Kasi Bimas Islam 

188 

dimiliki pegawai, sehingga sedikit 
banyaknya tentu mengalami kendala, 
namun ini bukan berarti pekerjaan 
menjadi terbengkalai, hal ini juga 
sudah difahami oleh seluruh 
pegawai sehingga mereka tetap 
bekerja secara profesionai untuk 
meiaksanakan pekerjaan sesuai 
dengan tugas yang diberikan o/eh 
atasannya masing-masing. (Hasil 
wawancara tangga/25 Juli 2017) 

" .. .inilah Pak, yang menjadi kendala 
kami dilapangan, karena kekurangan 
SDM, kami terpaksa memanfaatkan 
pegawai yang ada semaksimal 
mungldn, untuk mengerjakan 
pekerjaan walaupun tidak sesuai 
dengan disiplin ilmu yang dimi/iki 
o/eh pegawai, begitu pula dengan 
seksi-seksi yang lain 
permasa/ahannya akan sama. 
apalagi sekarang hampir semua 
pekerjaan sudah berbasis aplikasi 
baik online maupun Ojline. Dengan 
a/asan keterbatasan ini pula banyak 
pekerjaan yang horus dirangkap 
o/eh pegawai. " (Hasil wawancara 
tangga/. 25 Juli 2017) 

" ... memang benar bahwa diera 
teknologi sekarang zm hampir 
seluruh pekerjaan menggunakan 
aplikasi, seperti aplikasi Simkah, 
aplikasi Simbi, aplikasi Simpenais, 
aplikasi Simzat, Siwak. Apalagi saat 
zm kita sangat kekurangan SDM 
yang menguasa1 IT sementara 
tenaga yang ada hanya lulusan SMA 
itupun hanya satu-satunya staf soya, 
sehingga hampir semua pekerjaan 
dengan terpaksa horus dirangkap 
o/eh pegawai, kasian juga sih tapi 
mau diapa ini kenyataan yang komi 
hadapi dilapangan, " (Hasil 
wawancar tanggal, 26 Juli 2017) 
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Dengan pertanyaan 
yangsama. 

In!Orman: 
Kasi Pendis 

Bagairnana menurut 
Bapak apakah 
masyarakat merasa 
nyaman ketika 
berurusan di Kantor 
Kementerian Agama 
Kabupaten Malinau? 

In{Orman: 
Penyelenggara 
Katolik 

189 

" ... memang benar bahwa untuk saat 
ini kita sangat kekurangan SDM 
PNS, namun apa mau dikata 
memang inilah kenyataannya. 
Adapun antisipasi kita terhadap 
banyaknya perkerjaan terutama yang 
menggunakan aplikasi, maka hal 
pertama yang kami /akukan ada/ah 
membagi tugas sesuai kemampuan 
masing-masing untuk dapat 
menanganinya, adapun untuk 
antisipasi kekurangan SDM kami 
terpaksa harw; menganggarkan 
untuk tenaga honor, syukur-syukur 
bisa terakumodir dianggaran kantor, 
sehingga dapat membantu pekerjaan 
yang ada." (Hasi wawancara 
tangga/26 Juli 2017) 

" ... mohon maaf Pak, untuk saat ini 
setiap masyarakat yang berurusan 
disini /entunya merasa tidak nyaman, 
dan Bapak bisa menyaksikan sendiri, 
karena gedung kami saat ini tidak 
prosenlatif untuk memberikan 
pelayanan, ini dikarenakan tidak 
adanya ruang tunggu sehingga bagi 
yang masyarakat berurusan harus 
terpaksa duduk dilorong, ini 
tentunya sangat mengganggu karena 
tempat lalu lalang setiap orang yang 
datang. Begitu pula dengan keadaan 
gedung saat ini menghawatirkan 
(rusak hera/) terjadi retakan disana 
sini, tentunya menimbulkan 
kekhawatiran se/uruh pegawai dan 
tamu yang datang. inilah Pak, yang 
membuat pe/ayanan menjadi 
terganggu sehingga saya sendiri 
tidak betah untuk berlama-lama 
didalam kantor karena adanya rasa 
khawatir jika terjadi sesuatu. (Hasil 
wawancara tangga/28 Juli 2017) 
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No. Variabel 

3. Komunika 
si antar 
orgamsas1 
dan 
pengutan 
aktivitas. 

Pertanyaan 

Bagaimana 
Kementerian Agama 
Kabupaten Malinau 
membangun 
komunikasi dalam 
mewujudkan 
kedisiplinan 
terhadap pegawai? 

Informan: 
Kepala Kantor 
Kemenag Malinau 

Pertanyaan yang 
sama 

Intorman: 
Kasi Bimas kristen 

190 

Jawaban 

" ... komunikasi yang dilakukan 
mengenai kedisiplinan kerja pegawai 
ada/ah dengan memberikan 
pengertian dan motivasi bahwa apa 
yang kita lakukan adalah merupakan 
bagian tugas pelayanan dan fungsi 
Kementerian Agama, hal inilah yang 
saya tekankan pada seluruh pegawai 
pada setiap kesempatan ape/ pagi. 
Komunikasi ini juga selalu kami 
lakukan dengan para kepala KUA di 
kecamatan dan kepala madrasah 
untuk se/alu meningkatkan 
kedisiplinan para pegawainya, 
termasuk melakukan monitoring 
setiap awal bulan untuk memastikan 
kea!difan pegawai dalam mematuhi 
ketentuan disiplin kerja. " (Hasil 
wawancara tanggal, 28 Juli 2017) 

" ... kita selalu membangun 
komunikasi yang efektif dengan 
lembaga pendidikan seperti sekolah 
untuk memperoleh informasi jika 
terdapal pegawai kita yang tidak 
disiplin atau meningkalkan tugas 
pada saat waktu-waktu mengajar, 
jangan sampai hal ini menjadi 
contoh yang kurang pantas 
dilakukan oleh seorang guru 
apalagi guru agama. Saat ini guru
guru agama hampir semuanya te/ah 
lulus seri.fikasi, maka otomasis 
mereka dituntut untuk memenuhi jam 
mengajar minimal sebanyak 24 jam 
perminggunya, dan sebagai imbalan 
mereka memperoleh tunjangan 
profesi, sehingga dengan demikian 
mereka horus aktif dalam proses 
be/ajar mengajar dan lidak ada 
a/asan lagi untuk bermalas-malasan. 
Namun demikian ketika kita 
melakukan monitoring kelapangan, 
ado saja informasi yang kit a peroleh 
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at as keter/ambatan guru agama 
datang disekolah. Dengan adanya 
informasi ini sebagai dasar kit a 
untuk melakukan pembinaan. " 
(Wawancara tangga/, 28 Juli 2017) 

Bagaimanakah " ... sebenarnya kami telah 
Bapak membangun memberikan motivasi terhadap 
komonikasi dengan peningkatan disiplin pegawai dengan 
bawahan dalarn melakukan pendekatan-pendekatan 
meningkatkan seperti: memberikan motivasi yang 
kedisiplinan? kuat, memberikan cara pandang 

yang benar terhadap pekerjaan, 
Informan: bah/con diupayakan adanya 
Kasubbag Tata komunikasi yang efektif, persuasif, 
Usaha kepada pegawai bahwa tempat ldta 

bekerja ini sehagai media untuk 
berlwrya, serf a menciptakan 
keharmonisan hubungan kerja. Cora 
inilah yang selalu kit a upayakan 
untuk menggugah kedisiplinan 
pegawai. (Hasil wawancara tanggal, 
28 Juli 2017) 
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No. Variabel 

4. Karakteris 
tik Agen 
Pelaksana 

Pertanyaan 

Siapa sajakab yaog 
bertanggung jawab 
untuk melakukan 
implementasi 
kebiajkan disiplin 
pegawat 
dilingkungan Kantor 
Kementerian Agama 
Kabupaten Malinau 
ini? 

Infi:Jrman: 
Kepala Kantor 
Kemenag Malinau 

Pertanyaan yang 
sama 

ln{Orman: 
Kasi Bimas Islam 

192 

Jawaban 

" ... disini kita mengacu pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 
tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil Mas. Jadi 
yang bertanggung jawab adalah 
atasan langsung pegawai, karen 
da/am hal ini adanya pendelegasian 
wewenang sehingga atasan 
langsung pegawai berhak untuk 
melakukan pembinaan terhadap 
bawahannya, jilra terdapat pegawai 
yang melakukan pelanggaran 
kedisiplinan. Jadi disinilah letak 
pentingnya pendelegasian 
wewenang dalam pembinaan 
disiplin yang dilakukan atasan 
/angsung terhadap pegawainya, 
karen atasan /angsung yang lebih 
mengerti, lebih faham apa yang 
dilakukan dan dikerjakan o/eh 
bawahannya atau 
dilingkungannya. " 
Wawancara tanggal, 
2017) 

pegawai 
(Hasil 

6 Agustus 

" ... disini saya selalu berusaha 
melaksanakan pembinaan pegawai 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 20/0 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 
karena dengan adanya 
pendelegasian wewenang ini 
merupakan beban buat saya, jangan 
sampai ketika saya menyerukan 
untuk disip/in kepada staf tapi saya 
juslru tidak melakukannya, karena 
saya bertanggung jawab atas apa 
yang yang dilakukan oleh bawahan 
saya, ketika ada yang melakukan 
pelanggaran disiplin maka saya 
berkewajiban untuk menegur atau 
memeriksa alas velanggaran yang 
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Bagaimanakah 
prosedur yang 
dialakukan dalam 
menangani pegawai 
yang tidak mentaati 
peraturan disiplin? 

In{orman: 
Kasubbag Tata 
Usaha 

Bagaimana 
mekanisme sanksi 
yang diterapkan 
terhadap pegawai 
yang bel urn mentaati 
peraturan disiplin? 

In!Orman: 
Pengembang 
pegawai (StafTata 
Usaha) 

193 

dilakukannya. " (hasil wawancara 
tangga/, 6 Agustus 201 7) 

" ... apabila ada pegawai yang 
melakukan pelanggaran disiplin, 
maka harus dilihat dulu terhadap 
tingkat pelanggaran yang dilakukan 
o/eh pegawai terse but jangan sampai 
salah dalam menjatuhkan hukuman 
disiplin, selanjutnya dilakukan 
penanganan sesuai aturan yang 
berlaku. " (Hasil wawabcara tanggal 
7 Agustus 2017) 

" ... adapun mekanisme bagi pegawai 
yang tidak mentaati peraturan 
disiplin maka dilaksanakan sesuai 
aturan yang ada, pertama teguran 
secara lisan oleh atasan 
langsungnya, apabila pegawai tidak 
mengindahkan teguran tersebut 
selanjutnya dilayangkan teguran 
tertulis kepada yang bersangkutan, 
secara bertahap dan selanjutnya 
pernyataan tidak puas secara 
tertulis. apabilan tahapan ini tidak 
diindahkan olek pegawai yang 
bersangkutan maka selanjutnya 
dilaporkan kepada atasan langsung 
pejabat untuk diproses dalam rangka 
pef!jatuhan hukuman disiplin, 
dengan dibuat tim guna melakukan 
pemeriksaan dan selanjutnya 
dijatuhi hukuman disiplin sesuai 
dengan tingkat pelanggaran yang 
dilakukan oleh pegawai yang 
bersangkutan. " (Hasil wawancara 
tangga/ 7 Agustus 2017) 
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No. Variabel 

5. Lingkungao 
ekonomi, 
sosial, dan 
politik 

Pertanyaan 

Apakab kondisi 
ekonomi, sosial 
dao politik ilrut 
mempengaruhi 
dalam 
pengimplementasia 
n kebiajakan 
disiplin pegawai 
dilingkungao 
Kantor 
Kementerian 
Agama Kabupaten 
Malinau ini ? 

Informan : 
Kepala Kantor 

Pertanyaan yang 
sama 

Informan: 
Kasi Bimas Islam 

194 

Jawaban 

" ... bahwa sebenarnya kondisi 
ekonomi, sosial dan politik terhadap 
Disiplin Pegawai Negeri Sipi/ di 
Kantor Kementerian Agama 
Knbupaten Malinau tidak membawa 
dompak yang berarti, hal ini bisa 
dilihat dari keseharian aktivitas 
pegawai dalam melaksanakan tugas 
kesehariannya, dalam memberikan 
pe/ayanan, kondisi politik yang 
terjadi tidak berpengaruh pada 
kedisiplinan pegawai, karena 
seluruh pegawai sudah diingatkan 
agar tidak lerlibat po/itik prakstis 
terhadap berlangsungnya pilkada 
/alu. Sehingga Kementerian Agama 
dapat memposisikan diri sebagai 
Lembaga Pemerintah yang netral 
dan tidak memihak. " (Hasil 
wawancara tanggal, 8 Agustus 
2017) 

" ... bahwa kondisi ekonomi, sosial 
pegawai sedikit banyaknya akan 
dampak terhadap ldnerja dan 
kedisiplinan pegawai, hal ini terjadi 
pada pegawai yang kami tempatkan 
di KUA, berdasarkan hasil 
monitoring bahwa ada sa/ah seorang 
stafnya sering ter/ambat masuk 
kerja, hal ini disebabkan adanya 
pinjaman yang ter/alu besar pada 
bank yang tidak ferkontrol, sehingga 
gaji yang diterima oleh pegawai 
setiap bulannya tidak mencukupi 
kehutuhan hidupnya, hal ini 
dikhawatirkan akan mengganggu 
terhadap pelayan. namun hal ini 
sud<Jh kita panggil untuk dilakukan 
pembinaan, namun kedepannya saya 
berharap adanya pembatasan oleh 
pimpinan bagi pegawai yang ingin 
berhutang, jangan sampai gaji tidak 
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tersisa untuk biaya kebutuhan 
hidupnya " (Hasil wawancara 
tangga/, 8 Agustus 2017) 

No. Variabel Pertanyaan Jawaban 

6. Disposisi Apakah " ... kalau kita melihat kenyataannya 
Implement pengimplementasian dilapangan, sebenarnya masih ada 
or kebijakao disiplin saja dijumpai adanya pegawai yang 

Pegawai Negeri Sipil terkesan acuh terhadap peraturan 
ini sudah dipahami disiplin sesuai Peraturan 
oleh seluruh pegawai Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
dilingkungan Kantor tentang disiplin Pegawai Negeri 
Kementerian Agama Sipil, hal ini dapat ter/ihat dart 
Kabupaten Malinau? masih adanya pe/anggaran 

khususnya di bagian penggunaan 
jam aktif kantor dan ini masih kita 

Jn{j)rman : jumpai pegawai yang sering 
Kepala Kantor terlambat mengikuti ape/ pagi. 
Kemenag Malinau Untuk menyikapi hal ini maka saya 

memanggil atasan langsungnya 
untuk memberikan nasehat dan 
pembinaan terlebih dahulu sebelum 
nantinya sanksi dijatuhkan sesuai 
prosedur yang berlaku." (Hasil 
wawancara tanggal, 14 Agustus 
2017) 

Menurut Bapak " rasa sudah maksimal ... saya 
apak.ah peraturan disampaikan kepada seluruh 
Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara, karena hal 
Negeri Sipil ini ini selalu diingatkan oleh pimpinan 
sudah disampaikan pada pelaksanaan ape! pagi, jadi 
kepada se1uruh saya rasa hanya kesadaran pribadi 
pegawai? yang masih kurang untuk berprilaku 

disiplin. " (Wawancara tanggal, 14 
In!Orman: Agustus 2017) 
Kasi Bimas Islam 

Menurut Ibu/Bapak " ... disiplin merupakan kewajiban 
apakah peraturan bagi seluruh pegawai negeri sipil 
disiplin ini wajib tanpa terkecuali, dan hal ini saya 
untuk ditaati oleh rasa sudah difahami seluruh ASN 
bawahan? tinggal kesadaran invidu untuk 

mengindahkan peraturan terse but, 
dan yang lebih penting lagi adalah 

Jn{prman: ketegasan Pi'!!J!.inan dalam ra~a 
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Kasi Bimas Kristen pendisiplinan ASN agar mereka 
benar-benar sadar akan tugas dan 
tanggung jawabnya sebagai 
aparatur negara. (hasil Wawancara 
tanggal, 14 Agustus 2017) 

Apakah ada acuan " ... iya ada Pak, setiap Pegawai 
bagi pegawai Negeri Sipil tentunya memilld 
sebelurn standar dalam melaksanakan 
melaksanakan pekerjaan, sebagaimana tertuang 
pekerjaan? dalam Sasaran Kerja Pegawai yang 

dibuat diawal tahun, sehingga dalam 
InfOrman: melakukan pekerjaan berpedoman 
Peneglola BMN pada prosedur yang Ielah disusun 

sebelumnya serta sesuai dengan 
tu~:as pokok dan fungsi yang telah 
ditetapkan. "(Hast/ Wawancara 
tanggal 16Agustus 2017) 

Untuk apakah " ... Sasaran Kerja Pegawai dibuat 
sasaran kerja dibuat untuk mengukur keherhasilan 
oleh seluruh capaian terhadap target at as 
pegawai? pekerjaan yang di!akulwn se/ama 

satu tahun berjalan. "(Hasi/ 
lnforman: Wawancara tanggal, 16 Agustus 
Kasubbag Tata 2017) 
Usaha 

Apakah ada standar " ... iya, Standar Operasional 
operasional prosedur Prosedur merupalwn pegangan 
dalam melaksanakan setiap pegawai dalam melaksanakan 
setiap peke.rjaan? pekerjaan, dengan adanya SOP ini 

kit a tahu a/ur dan waktu dalam 
In{Orman: menyelesaikon pekerjaan. Namun 
Penyusun bahan diluar prosedur yang telah 
program (bagian tata ditentukan kit a juga saling 
usaha) bekerjasama untuk saling membantu 

bagi masyaralwt yang berurusan 
diluar tusi yang saya miliki, ini 
merupakan bentuk pe/ayanan yang 
kit a berikan agar masyarakat 
merasa terlayani. " (Hasil 
Wawancara, tangga/ 18 Agustus 
2017) 

43692.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



197 

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan lmplementasi 
Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Si il. 

No. Variabel Pertanyaan 

1. Faktor Apakah penempatan 
penghamb pegawai sudah 
at sesuai dengan bidang 

pekerjaanya? 

Intorman: 
Kepala Kantor 

Apakah SDM 
menjadi kendala 
dalam 
mengimplementasika 
n kebijakan disiplin 
pegawai di Kantor 
Kementerian Agama 
Kabupaten Malinau? 

In!Orman: 
Kasi Bimas Kristen 

Pertanyaan yang 
sam a 

In(Orman: 
Kepala Kantor 
Kemenag Malinau 

Jawaban 

" ... untuk saat ini, memang kami 
masih kekurangan pegawai, keluhan 
inilah yang sering disampaikan oleh 
para kepala seksi terkait banyaknya 
pekerjaan yang harus ditangani, tapi 
mau diapa lagi sejak tahun 2011 kit a 
tidak ada penerimaan pegawai 
sampai saat ini, jadi pegawai yang 
ada saja kita manfaatkan secara 
maksimal walaupun kurang 
didukung dengan disiplin ilmu yang 
dimi/iki dengan kebutuhan 
organisasi, namun ada juga yang 
sesuai dengan disip/in 
ilmunya. ''(Hasil wawancara tanggal 
21 Agustus 2017) 

" ... ya .. sedikit banyaknya 
berpengaruh, karena sebenarnya 
kami masih kekurangan pegawai, 
banyangkan saja Pak, dengan 
pekerjaan yang begitu banyak hanya 
ditangani dua orang staff, satu PNS 
dan yang satunya honorer, ini sudah 
ber/angsung cukup lama, ditambah 
/agi dengan domisi/i pegawai saya 
yang jaraknya cukup jauh dengan 
kantor, kadang cuaca terutama jika 
hujan, akhirnya mereka te/at datang 
kekantor, inilah juga yang menjadi 
kendala dalam penerapan disiplin 
khususnya masalah jam kerja sesuai 
ketentuan. " (Hasil wawancara 
tanggal, 21 Agustus 20 17) 

" ... memang kenyataan dilapangan 
masih saja saya menjumpai adanya 
pegawai yang terkesan acuh 
terhadap peraturan disiplin ini, 
menurut saya ini disebabkan masih 
kurangnya kesadaran sebagian 
pegawai da/am menerapkan 
keseluruhan Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 tenta!}g_ 
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Pertanyaan yang 
sam a 

Informan: 
Pengelola absensi 
(staftata usaha) 

Menurut Bapak/lbu 
apakah yang menjadi 
penghambat dalam 
penerapan 
kedisiplinan? 

ln{orman: 
Pengelola absen 

Bagaimanakah cara 
Bapak 
mengkomunikasikan 
pesan disiplin 
kepada pegawai? 

Informan : 
Kepala Kantor 
Kemenag Malinau 
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disiplin Pegawai Negeri Sipil, peserti 
masih saja kitajumpai pegawai yang 
sering terlambat bahkan tidak 
mengikuti ape/ pagi. " (Hasil 
Wawancara tanggal, 21 Agustus 
2017) 

" ... yang menjadi faktor yang 
menghambat dalam implementasi 
kebiajakan Disiplin Pegawui Negeri 
Sipil di Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Malinau sa/ah satunya 
adalah kerusakan atau error system 
absensi atau lampu padam, sehingga 
pegawai tidak bisa menggunakan 
finger print. " Sementara ahsen 
manual tidak terkontro/ dan 
keakuratan datanya diragukan " 
(Hasil wawancara tanggal, 21 
Agustus 2017) 

" ...... yang menjadi fuktor yang 
menghambat dalam implementasi 
kebiajakan Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil di Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Malinau salah satunya 
adalah kerusakan atau error system 
absensi atau lampu padam, sehingga 
pegawai tidak bisa menggunakan 
finger print. " Sementara absen 
manual tidak terkontrol dan 
keakuratan datanya diragukan. " 
(Hasil Wawancara tanggal, 21 
Agustus 2017). 

" ... saya selalu mengingatkan kepada 
pegawai tentang pentingnya 
kedisiplinan mr, walaupun hanya 
pada kesempatan pelaksanaan ape/ 
pagi, saya berharap ini dapat 
diterima dengan baik oleh 
pegawai., " (Hasi/ wawancara 
tangga/, 28 Agustus 20 17) 
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Apakah pimpinan 
selalu 
menyampaikan 
kepada pegawai 
terhadap kebijakan 
disiplin PNS ini? 

ln!Orman: 
Kasubbag Tata 
Usaha 

Bagaimana menurut 
ibulbapak terhadap 
pelaksanaan sanksi 
disiplin bagi pegawai 
yang melanggar 
aturan disiplin? 

InfOrman: 
Staf Seksi Pen dis 

Menurut bapak 
Apakah ada atasan 
yang membiarkan 
terhadap pegawai 
yang tidak mentaati 
peraturan disiplin? 

lnfOrman: 
Kasubbag Tata 
Usaha 
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" ... memang benar pak, kepala kantor 
sering menyampaikan pentingnya 
disiplin pegawai ini, bahkan disetiap 
kesempatan termasuk pada ape/ 
pagi, tapi itu semua tidak akan 
berarti kalau tidak didukung dengan 
ketegasan dari pimpinan sendiri, 
begitu pula dengan atasan 
langsungnya pegawai/staf tidak 
memberikan teguran terhadap 
bawahannya yang sering telat atau 
datang ter/ambat masuk kantor dan 
tidak mengikuti ape/ pagi. "(Hasil 
wawancara tanggal, 28 Agustus 
2017) 
" ... kalau saya lihat dan dengar dari 
laporan Komandan pada waktu ape/ 
pagi bahwa hampir setiap ape/ 
selalu ada saja pegawai yang tidak 
hadir mengikuti ape/ pagi, tapi tidak 
pernah juga saya dengar adanya 
pegawai yang di/aporkan terkena 
sanksi disiplin, ini kan berarti 
menurut saya pribadi kurang 
tegasnya atasan langsung pegawai, 
dan kurang tegasnya pimpinan untuk 
memberikan sanksi alas 
keterlambatan tidak mengikuti ape/ 
pagi. " (Hasil wawancara tanggal, 
30 Agustus 2017) 
" ... mungldn saja ada kesan semacam 
ilu, walaupun tidak semua, tetapi ini 
merupakan budaya kerja yang 
kurang baik menurut saya terhadap 
penerapan disip/in pegawai, karena 
seperti adanya kecenderungan untuk 
memhiarkan terjadinya pelanggaran, 
yang seharusnya bisa ditindak tegas 
sesum kesalahan yang dilakukan 
pegawai yang bersangkutan, jadi 
jangan sampaz ada kesan bahwa 
atasan selalu mento/elir alas 
kesalahan yang dilakukan. karena 
untuk menjatuhkan hukuman disiplin 
ada tahapan-tahapan atau proses 
sehelum sanksi dij"atuhkan kepada '-----'----'---- ~~ __ _jl:'.<:"=._.,..=-=-=""'--'"="'"=-l 
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2. Faktor 
pendukun 
g 

Bagaimanakah 
seharusnya sikap 
para pelaksana 
dalam 
mengimplementasika 
n disiplin PNS ini? 

ln!Orman: 
Kepala Kantor 

Pertanyaan yang 
sama. 

InfOrman: 
Staf Seksi Pendis 

Apakah yang 
menjadi faktor 
pendukung dalam 
pcngimplcmentasian 
kebijakan disiplin 
PNS? 

In{orman: 
Kepala Kantor 
Kemenag Malinau 
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pegawai. (Hasil wawancara tanggal 
30A~tus 2017) 
" ... dalam menerapkan kedisiplinan 
dilingkungan kerja, yang sering saya 
tekankan adalah atasan harus 
menjadi tauladan yang baik bagi 
bawahannya, maupun masyarakat, 
dengan mengedepankan lima nilai 
budaya kerja Kementerian Agama 
seperti: integritas, profesionalitas, 
inovasi, tanggung jawab, dan 
keteladanan, untuk dijadikan 
pegangan oleh pegawai dalam 
memberikan pelayanan. " (Hasil 
wawancara tanggal 6 September 
2017) 

" ... kalu menurut saya Pale, bahwa 
atasan harus menjadi tauladan dan 
panutan bagi bawahannya, sebab 
pemimpin atau atasan merupakan 
pe/aksana kebijakan maka ia harus 
hisa memherikan contoh yang baik, 
berdisiplin, tegas, jujur, adil, tempat 
bertukar pikiran jika terjadi 
permasa/ahan dalam pekerjaan, dan 
yang paling penting adalah sesuai 
dengan perbuatannya. Jadi seorang 
a/asan jangan mengharapkan 
kedisiplinan jika ia sendiri belum 
bisa melakukannya. " (Hasil 
wawancara tanggal, 6 September 
2017) 

" ... bahwa yang menjadi faktor 
pendukung dalam pelaksanaan serta 
peningkatan disiplin pegawai adalah 
adanya aturan yang jelas, yang 
mengatur hak, kewajiban dan 
/arangan bagi Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana yang amanahkan o/eh 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil, dan diperkuat 
oleh Peraturan Menteri Agama 
Nomor 45 Tahun 2015 tentang 
Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri 
Sipi/ dilingkungan Kementerian 

L___J_ __ ~--- _____ ___]_='--==='"---'-==='-'-" 
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Agama, serta didukung dengan 
me sin absen e/ektronik, ini/ah 
merupakan faktor yang sangat 
mendukung dalam penegakkan 
disiplin terhadap pegawai kami." 
(Hasil Wawancara tangga/ 21 
Agustus 2017) 

Pertanyaan yang " .. .faktor pendukung dalam 
sama. pelaksanaan serta peningkatan 

disiplin pegawai yaitu telah 
ln{Orman: terpenuhinya sarana dan prasarana 
Kasubbag Tala di Kantor Kementerian Agama 
Usaba Kabupaten Malinau. Secara internal 

pemberian reward at au 
penghargaan bagi pegawai yang 
memiliki tingkat disiplin yang tinggi 
merupakan salah satu faktor yang 
mendorong dalam implementasi 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010 dalam rangka 
penegakan disiplin Pegawai Negeri 
Sipil" (Hasi/ wawancara tanggal, 21 
Agustus 2017) 

Apakab ada " ... menurut saya sarona yang 
penghargaan yang memadai berupa peralatan kerja 
diberikan kepada yang digunakan seperti komputer 
pegawai yang dan laptop, ad any a kendaraan 
memilki prilaku dinas, motivasi dari atasan, 
disiplin yang baik? pembinaan kedisplinan melalui ape/ 

pagi, dan yang terpenting adalah 
InfOrman: adanya tunjangan kinerja pegawai," 
Pengembang (Has if wawancara tanggal 22 
pegawai (StafTata Agustus 2017) 
Usaba) 
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